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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMQR 13 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR DI BAWAH REKTOR

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk mel^sanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu
menetapkan Peraturan Rektor mengenai nomenklatur,
pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan,
penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di
bawah Rektor;

b. bahwa dalarn. rangka percepatan pencapaian tugas strategis
Undip sebagai PTNBH dan penataan organisasi yang lebih,
efektif dan : elisien, serta mengikuti perkembangan situasi

dan kondisi, Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor

^ 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-
Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Uniyersitas

Diponegoro NomOr 6 TahUn 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja UnsupUnsur di bawah Rektor Universitas
Diponegoro; perlu diganti dengan Peraturan Rektor yang
baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Rektor Universitas Diponegoro tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Rppublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4586);

3. Undang-Undang ...



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2014 tentang s Penyelehggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun

2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai
PergurUan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2075 Tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan i Perguruan Tinggi Negeri Baidan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6461);
8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun

2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembai-an
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 ; Tahun 2020
tentang Perub^an atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor .68, Tambahan Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun

2021 tentang; Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara R’epublik Indonesia Tahun
Nomor 6762);

Il.,.P.ei:aturan• '4i •

-2-



11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi Nbmor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 2023

Nomor 638);

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1897.4/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang
Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas
Diponegoro Periode Tahun 2016-2021 dan Pengangkatan
Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode

Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Hubungan dan Tata Kerja
Antarorgan Universitas Diponegoro;

14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro
Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang
Rektor Universitas Diponegoro Periode TahUn 2019 - 2024

dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode
Tahun 2024 - 2029;

Pemberhentian

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR DI BAWAH

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya: disebut Undip adalah Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum.

2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan
Sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip
yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum,

dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan

pengawasan di bidang akademik. :
5. Rektor adalah organ Undip yang memjmpin penyelenggaraan dan pengelolaan

Undip. J

6. Dewan; Penasihat Universitas adalah hinipunan sumber daya manusia unggul
yang bertugas meniberikan saran, nasihat dan masukan konstruktif kepada

Rektor dalam pengembangan Undip.
7. Pakultas adal^ himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan

dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu ruhipan disiplin
ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas

menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana
multidisiplin, program profesi,, ,dan program vokasi.

4.

9. Lembaga ...
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pelaksana akademik / atau nonakademik di bawah
Rektor'yang melaksanakaa sebagian tugas dan fungsi Undip di bidang

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembafigan pembelajaran,
dan penjaminan mutu pendidikan, serta penyelenggaraan tri dharma

perguruani tinggi.
10. Badan adalah unsiir pelaksanaafi non kkademik di bawah: Rektor yang

mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan dan pengernbangan kawasan

dan / atau pengelolaan Bisnis.
11. Pusat adalah unsur/di bawah lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi

sebagian urusan Lembaga.
12. Departemen adalah . unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukurig

penyeienggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu

pengetahuan,; teknologi, dan seni dalam^ jenis pendidikan akademik,

pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi. ;
13. Program Studi adaiah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

14. Bagian'adaiah kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu.

15. Pendidikan Profesi adaiah sistem pendidikan tinggi setelah program

pendidikan Sarj ana yang menyiapkah peserta didik untuk menguasai
keahlian khusus.'

16. Pendidikan Vokasi adaiah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada
penguasaan keahlian terapan tertentu yang thencakup progfam Diploma III,

Diploma IV, Saijana Terapan, Magister terapan/dan Doktor Terapan.

17. Dekan ,adaiah pimpinan Fakultas. atau Sekolah di lingkungan Undip yang
berwenang d^ bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di

masing-masing Fakultas atau Sekolah.
18. Direktorat adaiah unstir

dan/ atau nohakademik yang membantu tugas dan fungsi Wakil Rekfor.

19. Biro adaiah pelaksana dan/atau penunjang honakademik yang membantu .
tugas dan fungsi Wakil Rektor di bidang i Kerumahtanggaan dan

- Ketatausahaan. : v/ :
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adaiah unsur

penunjang akademik dan/atau nonakademik yang membantu tugas dan

fungsi Wakil Rekto^v ^
21. Unit Usaha adaiah unsur kerja di bawah lembaga/badan /fakultas/sekolah

yang memiliki tugas untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan

tinggi dan/atau kegiatan usaha lainnya. ■ ' , :
i ; 22. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPl adaiah unit di

bawah Rektor yang bertugas melaksanakah pengawasan dan/atau

pemeriksaan kegiatan nonakademik.
23. Rumah Sakit Nasiofial Diponegoro yang selanjutnya disingkat RSND adaiah

Rumah Sakit milik Uhdip .sebagai penunjang pela;ksanaan tri dharma

perguruan tinggi dan layanan kesehatah. .
24. Kantor a;dalah penunjang akademik dari/;ata;u nonakademik yang membantu

Wakil Rektor dan mbhangani urUsan kkhsus.: ; ;
Dosen adaiah pendidik profesional dan iimuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan^ ilmu
pengetahuan, seni, dan tekhologi melalui, pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat yaijig bekerja dan tercatat di Undip. •

26'.' Mahasiswa a^lalah’i)feserta'didik j^ahajenjang pendidikah tinggi di Unidip

2.7,;.. Alumni .adaiah unspi,m^ya^i^.^tj;png tej^ ^enyele^aikan pendidikap tiiiggi
di Undip. ' ' i ir ;

28; Sivitas Akademika adaiah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan

Mahasiswa Undip.' i

9. unsur

pengembang dan /.pelaksana tugas akademik

25.

dan
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29. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan
diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi
di Undip.

30. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

31. Menteri adalah iraenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang.pendidikan tinggi.

32. Manajemen Risiko adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi
dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas

toleransi risiko (risk appetite), dan menyediakan penjaminan memadai terkait

pencapaian tujuan Undip.
33, Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negative terhadap pencapaian

tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.

BAB II

UNSUR DAN STRUKTUR ORGANISASI DI BAWAH REKTOR

Pasal 2

(1) Unsur-unsur di bawah Rektor meliputi:
a. WaJdl Rektor;

b. pdlaksana akademik, yang terdiri atas:
1. Fakultas/Sekolah; dan
2. Lembaga.

c. pengembang dan pelalcsana tugas akademik dan nonakademik,
Direktorat; ’

pelaksana dan/atau penunjang akademik dan nonakademik, yang terdiri
atas: :

d.

Badan; •

Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
Unit Pelaksana Teknis;

Kantor; dan

Rumah Sakit Nasional I^iponegoro.
pengawas internal, yaitu Satjjian Pengawas Internal;dan
unsur lain yang diperlukan, yaitu Dewan Penasihat Rektor.

(2) Struktur organisasi Unsur-unsurjdi bawah Rektor tercanturn pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

1.

2.

3.

4.

5.

e.

f.

BAB III

WAKIL REKTOR

Pasal 3

(1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berada di
bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

(3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan atau dapat disebut Wakil

Rektor I;

b. Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan

Kerumahtanggaan atau dapat disebut Wakil Rektor II;
c. Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan

Organisasi atau dapat disebut Wakil Rektor III; dan
d. Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik atau

dapat disebut Wakil Rektor IV.

Bagian Kesatu ...
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: Bagian Kesatu
Wakil Rektor Akademik dan-Kemahasiswaan

Pasal.4

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswkari sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (3) huruf a. tmempuriyai tugas membantu Rektor dalam memimpin

pel^sanaan promosi dan admisi, pendidikmi dan pembelajaran, penjaminan mutu

pendidikan, akreditasi program studi dan institusi, pembinaan sivitas akademika,
kemahasiswaan dan karier, hubungan alumni, dan' kerja sarna pendidikan serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

! Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim^aksud dalam Pasal 4, Wakil Rektor

Akademik dan Kemahasiswaan

pelaksanaan promosi dan admisi;
pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
pelaksanaan akreditasi program studi dah institusi;
pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran;
pelaksanaan pengembangan sua^tia dan: budayai akademik;
pelaksanaan hubungan dan pembinaan alumni;
pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pembelajaran;
pelaksanaan pembinaan sivitas. akademika, bbrsama dengan Wakil Rektor

yang lain;
pelaksanaanpembinaankemahasiswaandankarier;
pelaksanaan pelayanan kesejahteraan .mdhasiswa; dan
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

r Bagian Kedua
Wakil Rektor Perencanaan, Keuanganj Aset, Bisnis dmi

Pasal 6

Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 r ayat (3) huruf b mempunyai tugas

membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan,

keuangan, aset dan Ipgistik, bisnis, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

J-

k.

Pasal 7 : /' .■

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Rektor

Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan
fungsi: ^
a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kampus, dan: perencanaan

anggaran; ?

pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan akuntansi;

pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan aset dan logistik;
pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset: berwujud dan tak berwujud yang

terdapat unshr bisnis dan/atau investasi;
pelaksanaan koordinasi kegiatan bisnis Undip;

pengelolaan

b.

c.

d.

e.

ketatausahaan danf.

fungsi-fungsi lain ya;ng ditetapkan olehg-

Bagian Ketiga
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Wakii Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan

' ■ PasakS’

Wakii Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi>
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai
membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya
manusia, teknologi informasi, hukum dan organisasi oerta tugas-tugas lain yang
ditetapkan oleh Rektor.

pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Wakii Rektor
Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
b. pelaksanaan tata kelola bidang teknologi informasi;
e. pelaksanaan pengelolaan data;
d. pelaksanaan pengelolaan informasi;
e. pelaksanaan pengelolaan laporan;

pelaksanaan pengelolaan hukum dan organisasi; ^:f.

g. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
h. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor

Bagian Keempat
Wakii Rektor Riset, Ino-vasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik

Pasal 10 ; '

Wakii Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik, * sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu Rektor

dalam memimpin pelaksanaan kegiatah di bidang riset, pengabdian kepada
masyarakat, inovasi, kerja sama, komunikasi publik, peningkatan reputasi,
kemitraan dan konektivitas global sefta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.'

;Pasal 11" ■-

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam PasM 10, Wakii Rektor

Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi;
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
pelaksanaan inovasi dan hilirisasi hasil riset;
pelaksanaan kerja sama;
pelaksanaan hubungan masyaraMt;
pelaksanaan komunikasi publik;
pelaksanaari peningkatan reputasi, kemitraan dan konektivitas global; dan
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan bleh Rektor.,

a.

b.

c

d.

e.

f.

g'

BAB.IV

kesatu

/ ; Umum

, , Pasal 12
(1) Fakultas/ sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

angka l, merupakan urLSur pelaksana akademik di bawah Rektor.

(2) Fakultas ...
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(2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Fakultas Hukum;

b. Fakultas Ekonomika dan Bisnis;

Fakultas Teknik

d. Fakultas Kedokteran;

Fakultas Peternakan dan Pertanian;

f. Fakultas Ilitiu Budaya;!
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

h. Fakultas Sains dan Matematika;

Fakultas Kesehat^ Masyarakat; '
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; dan

k. Fakultas Psikologi.

(3) Sekolah sebagaim^a dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Sekolah Paseasarj ana; dan
b. Sekolah Vokask- ;

a.

G. 9

e.

g-

1.

j

Pasal 13 .

(1) Fakultas/sekolah mempunyai tugas menyelenggarak^ dan mengelola

pendidikan akademik/vokasi/profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu

pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerja

, , sama.

(2) Struktur organisasi; fakultas/sekolah tercantum pada Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal ..14!

Dalam melaksanakan tugas sebagaimaua dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),

fakultas/sekolah menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pendidikan, pengajarani dan penjaminan mutu pendidikan;

b, pelaksana^ penelitian, penjaminan mutu penelitian, perigabdian

kepada masyarakat dan inovasi;
pelaksanaan kegiatan di bidang kemnhasiswaan;

d. pelaksanaan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;

pelaksanaan layanan dan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan;

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, pengembangan sutnber daya

manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana;
g. pelaksanaan kegiatan di bidang data, komunikasi, bisnis, pelaporan, dan

sistem ihformasi;

a.

c.

e.

f.

h.

pelaksanaan urusan kerja sama; ^
administrasi dan urusan

1.

ketatausahaah
J-

fakultas / sekolah;
k. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, keselamatan kerja, dan

kenyamanan lingkungan;
1. penyelenggaraan sistem

fakultas/sekolah;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat,

UPT, kantor dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan ^ „
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh .Rektor.

informasi/elektronik yang terkait
1

m.

n.

o.

Pasal 15 ..
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Pasal 15

Dalam menyelenggarakan fungsi sehagaimana dimaksiid dalam Pasal 14, struktur

fakultas/sekolah terdiri atas:
Senat Fakultas/Sekolah Vokasi;
Dekan dan Wakil Dekan;

a.

b

c

Program Studi;
Bagian atau nama lain yang;sejenis;
Laboratorinm/ bengkel/studio; dan

d.

e.

f.

Bagian Tata Usaha.g-

: Bagian Kedua
Senat Fakultas/Sekolah Vokasi

Pasal 16 ,

Senat Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf

a, merupakan organ fakultas/Sekolah Vokasi yang menyelenggarakan fungsi

pertimbangan kepada Dekan, pengawasan akademik dan kemahasiswaan

serta pengawasan nonakademik tertentu.
Senat -Fakultas/Sekolah Vokasi merupakan tugas tambahan dosen yang
terdiri atas:

Ketua;

Sekretaris; dan

(1)

(2)

a.

b.

c.

Anggota Senat Fakultas/Sekolah Vokasi terdiri atas:
Guru Besar Pegawai Negeri Sipil/PU Non Aparatur Sipil Negara Aktif (ex

officio);
Dekan (ex officio);
Wakil Dekan (ex officio);
Ketua Departemen (ex officio);
Ketua Program Studi (ex officio);
Ketua Bagian (ex officio); dan
Wakil dosen non profesor.

(3)
a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bagian Ketiga
Dekan dan W^dl Dekan Fakultas/Sekolah

Pasal 17

Fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipimpin

oleh seorang Dekan yang bprtanggung jawab kepada Rektor.
Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor.

Dekan fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempnnyai
tugas memirnpin penyelefnggaraan pendidikan, peneiitian, pengabdian

kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, membina dosen

dan tenaga kependidikan, mahasiswa, administrasi fakultas, inovasi, kerja

sama, komunikasi, bisnis, informasi dan hubungan dengan alumni dan

llngkungan, serta tugas-tugas lainnya yeung ditetapkan oleh Rektor.

(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Dekan fakultas/sekolah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

langsung kepada Rektor dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Dekan yang
terdiri atas:

(1)

a. Wakil Dekan ...
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Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dapat disebut

Wakil/Pembantu Dekan I, mempunyai tugas membantu Dekan dalam

memimpin pelaksanaan pendidikan, pefielitian, pengabdian kepada

masyarakat, akreditasi program studi, alumni, kemahasiswaan,
teknologi informasi, komunikasi, inovasi, dan kerja sama; dan

b. Wakil Dekan Sumber Daya dapat disebut Wakil/Pembantu Dekan II,

mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan
kegiatan di bidang sumber daya mahusia, keuangan, aset, perencanaan,

bisnis dan pelaporan.

(2) Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dapat dibantu koordinator yang paling banyak terdiri atas:

Koordinator Bidang Kemahasiswaan;
b. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan

c. Koordinator Bidang Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global.

(3) Wakil Dekan Sumber Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat dibantu koordinator yang paling banyak terdiri atas:

Koordinator Kerja Sama dan JPGA/bisnis; dan
b. Koordinator Sistem Informasi dan Komunikasi Publik.

(4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada

Dekan dan diangkat serta diberhentikan oleh Rektor.
(5) Rektor atas usulan dari Dekan Fakultas/Sekolah menetapkan jumlah

koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan
kebutuhan Fakultas/Sekolah.

(6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada (5) diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor atas usulan Dekan Fakultas/Sekolah.

Bagian Keempat

Departemen, Program Studi, Bagian, dan Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 19

(1) Departemen, Program Studi, Bagian dan Laboratorium/Bengkel/Studio pada

fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c sampai

dengan huruf f, merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas/sekolah.

(2) Departemen, Program Studi, Bagian dan Laboratorium/Bengkel/Studio pada

fakultas/sekolah bertugas mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik

dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu penget^uan dan teknologi dalam

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.

(3) Rektor dapat menutup, menggabungkan dan mengubah departemen dan

program studi pada fakultas/sekolah dengan persetujuan Senat Akademik.

Paragraf 1
Departemen

Pasal 20

(1) Departemen paling sedikit terdiri dari 2 (dua) program studi.

(2) Struktur Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Ketua;

b. Program Studi;
c. Bagian atau Kelompok jabatan fungsional lainnya; dan

d. Laboratorium/bengkel/studio.

a.

a.

a.

Pasal 21

(1) Ketua Departemen pada fakultas/sekolah diangkat untuk masa jabatan

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali

masa jabatan.
(2) Ketua ...
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(2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Dekan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pengisian jabatan Ketua

Departemen pada fakultas/sekolah diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Rektor.

(4) Ketua Departemen pada fakuiltas/sekolah diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor.

(5) Dalam hal 1 (satu) departemen mempunyai lebih dari 1 (satu) program studi,
Ketua Program Studi Sarjana sekaligus menjadi Ketua Departemen.

Pasal 22

Departemen mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik

dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, departemen

menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan penjaminan mutu pendidikan di

departdinen;
b. pelaksanaan penelitian, penjaminan mutu penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan inovasi di departemen;
pelaksanaan kegiata^n di bidang kemahasiswaan di departemen;
pelaksanaan pembinaan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di

departemen;
e. pelaksanaan layanan dan pembinaan hubungan alumni dan lingkungan di

departemen;
f. pel^sanaan kegiatan di bidang keuangan, pengembangan sumber daya

manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana di departemen;

g. pelaksanaan kegiatan di bidjmg data, komunikasi, bisnis, pelaporan, dan
sistem informasi di departemen;

h. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan di departemen;

i. pelaksanaan urusan kerja sama di departemen;
pelaksanaan administrasi dan urusan ketatausahaan di departemen;

k. pelaksanaan urusan keam^nan, ketertiban, keselamatan kerja, dan

kenyamanan lingkungan di departemen;
1. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi di

departemen;
m. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada fakultas/sekolah, lembaga, badan,

direktorat, UPT, kantor dan/atau'unit lain terkait;
n. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

o. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2
Prograpi Studi

Pasal 24

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan

program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman

penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu

kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,

keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

a.

c.

d.

J-

(2) Program ...
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(2) Program Studi pada fakultas terdiri atas:
li sarjana;,

b. Program studi profesi;
Program studi spesialis;

d. Program studi magister; dan
Program studi doktor.

(3) Program Studi pada Sekolah Vokasi terdiri atas:
Program studi diploma;

b. Program studi sarjana terapan; ;
Program studi magister terapan; dan

d. Program studi doktor terapan.

(4) Program Studi pada Sekolah Pascasarjana terdiri atas:

a. , Program studi magister multidisiplin; dan
b. Program studi doktor multidisiplin.

(5) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua, dan dapat dibantu bleh

seorang Sekretaris.
(6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk Program Studi

dengan jumlah mafiasiswa sekurang-kurangnya 100 (seratus) mahasiswa.

(7j Beberapa program studi dapat dipimpin oleh seorang Ketua.

(8) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua

Departemen. / ;
(9) Dalam hal tidak terdapat Departemeri, Ketua Program Studi bertanggung

jawab langsung kepada Dekan. '
(10) Rektor menetapkan jumlah Ketua dan Sekretaris Program

kebutuhan aktivitas program studi.

(11) Ketentuan mengenai tata Cara dan persyaratan pengisian jabatan Ketua dan

Sekretaris Program Studi pada fakultas/sekolah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Rektor, .

a.

c.

e.

a.

e.

. ' Pasal 25

Program, studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembelajaran,

menyusun kurikulum^ dan metode pembelajaran - dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi, serta tugas-tugas lain

yang ditetapkan oleh Rektor. ; ,

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25> program studi

menydenggarakan fungsi:.
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di program studi;

b. pelaksanaan penyusunan: dokumen dan pengajuan
reakreditasi program studi;:

c. pelaksanaan peneiitian, penjaminan mutu penelitian
masyarakat dan inovasi di program studi;!

d. pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan di program studi

e. pelaksanaan pembinaan do sen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di

program studi;
f. pelaksanaan layanan dan pembinaan hubung^ alumni dan lingkungan di

program studi;
pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, pengembangan sumber da^a

mannsia, saiana prasarana, dan hukum tata laksana di program studi;

pelaksanaan kegiatan di bidang data, komunikasi, bisnis, pelaporah, dan

sistem informasi di program Studi;

i. pelaksanaan kegiatan perencariaan dan pengembangan di program studi;

j. pelaksanaan urusan keija sama di program studi;

a.

g'

h.

m-12-
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k. pelaksanaan administrasi dan urusan ketatausahaan di program studi;
pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, keselamatan kerja, dan
kenyamanan lingkungan di program studi;

m. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi di program
studi; 1

n. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada fakultas/sekolah, departemen, lembaga,
badan, direktorat, UPT, kantor dan/atau unit lain terkait;

o. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

p. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

1.

Paragraf 3
Bagian. atau Sebutan Lainnya

Pasal 27

(1) Bagian atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c,

merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang
dapat mengelola laboratorium.

(2) Bagian atau sebutan lainnya dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung
jawab kepada Dekan .

(3) Ketua'Bagian diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Bagian atau sebutan lainnya minimal terdiri 7 (tujuh) orang dosen. ■
(5) Rektor menetapkan jumlah Bagian berdasarkan kebutuhan aktivitas bagian.
(6) Ketentuan mengenai tata cara dan; persyaratan pengisian jabatan Ketua

Bagian atau sebutan lainnya pada fakultas/sekolah diatuf lebih lanjut dalam
Peraturan Rektor.

, Paragraf 4
Kelompok Jabatan Pungsional

Pasal 28

(1) Kelompok jabatan fungsion^ dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf c, merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olah raga melalui pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ,

(2) Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen/Ketua
Program Studi/Bagian.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 5
Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 29

(1) Laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf

d, mempakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada
departemen.

(2) Laboratorium/bengkel/studio dipimpin oleh seorang Koordinator dafi tenaga
fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu, serta

bertanggung jawab langsung kepada Ketua Departemen.
(3) Koordinator pada Laboratoriiim/Bengkel/ Studio diangkat oleh Rektor.

Pasal 30 ...
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Pasal 30

Laboratorium/bengkel/studio mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya tertentu sebagai

penunjang pelaksanaan tugas departemen.
Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima

Bagian Tata Usaha Falcultas/Sekolah

(1)

(2)

Pasal 31

(1) Bagian Tata Usaha fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

merupakan unit pelayanan administrasi di lingkunganhuruf g

fakultas / sekolah.

(2) Bagian Tata Usaha fakultas/sekolah dipimpin oleh seorang Manajer yang

bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 32

fakultas/sekolah mempunyai tugas melaksanakan
pengabdian kepada masyarakat,

Bagian Tata Usaha
administrasi pendidikan, penelitian,
kemahasiswaan dan alumni, kepegawaian, keuangan, aset dan logistik, hukum

tata laksana, pengumpulan dan pemutakhiran data, ketatausahaan, komunikasi,

bisnis, penyelenggaraan sistem informasi/elektronik, perencanaan dan pelaporan,

dan kerja sama serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Tata

Usaha fakultas/ sekolah menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan administrasi pendidikan;

b. pelaksanaan administrasi penelitian;
c. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
d. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
e, pelaksanaan administrasi kepegawaian;
f. pelaksanaan administrasi keuangan;

pelaksanaan administrasi aset dan logistik;
h. pelaksanaan administrasi hukum dan tata laksana;
i. pelaksanaan administrasi pengumpulan, pemutakhiran, ketatausahaan

pengolahan dan penyajian data;
j, pelaksanaan administrasi bisnis;
k. pelaksanaan komunikasi publik;
1, pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan terkait fungsi

Fakultas / Sekolah;

pelaksanaan administrasi perencanaan;
n. pelaksanaan pengelolaan K3L;

pelaksanaan administrasi kerja sama; dan
pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 34

(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha fakultas/sekolah terdiri atas:

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
b. Subbagian Sumber Daya.

(2) Subbagian pada Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Supervisor yang

bertanggung jawab kepada Manajer Tata Usaha.
Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan dan Supervisor Sumber Daya

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

a.

g-

m.

o.

p.

a.

(3)
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, Pasal 35

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) humf a, mempunyai tugas melaksanakan umsan

administrasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, akreditasi program studi, alumni, kemahasiswaan, inovasi, dan

kerja sama, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kegiatan di
bidang sumber daya manusia, keuangan, aset, perencanaan, bisnis dan

pelaporan, teknologi informasi, dan komunikasi publik, serta tugas-tugas lain

yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB V

LEMBAGA

Pasal 36

(1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2,
merupakan unsur pelaksana akademik dan/atau nonakademik yang

bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Leinbaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; dan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Ketua

dan dapat dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(4) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

a.

b.

Bagian Kesatu
Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 37

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, yang selanjutnya disingkat LP2MP
merupakan unsur pelaksana akademik dan/atau nonakademik di bidang

pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 38

LP2MP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu
pendidikan, mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang
diperlukan., dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, LP2MP

menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan akreditasi;
b. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu eksternal;

c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu internal;

pelaksanaan sosialisasi dan promosi pendidikan;
e. pelaksanaan penerimaan mahasiswa bara;
f. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pembelajaran;
g. pelaksanaan pengembangan kerja sama pendidikan;

pengelolaan mata kuliah wajib Uniyersitas;
1. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

d.

h.

j. pelaksanaan ...
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j. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik .terkait fungsi

LP2MP; -

k. pelaksanaan keija sama dan/atau pemberian dnkungan administrasi sesttai

tugas dan fungsinya kepada lembaga lainnya, badan, direktorat, UPT, kantoir

dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan evaluasi; atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

, Pasal 40'

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

struktur LP2MP terdiri atas:

a. Ketua; ' ■
b. Wakil Ketua; '

Bagian Tata Usaha;
d. Pusat; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

Wakil Ketua Pengembangan Pendidikan; dan
Wakil Ketua Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 41'

Bagian Tata Usaha LP2MP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c

dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Ketua LP2MP.

(2) Manajer Tata Usaha LP2MP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

m.

(1)

c.

(2)
a.

b.

(1)

Pasal 42

Bagian Tata Usaha LP2MP mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan

dan informasi pada LP2MP, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan olehprogram
Rektor.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diiriaksud dalam Pasal 42 Bagian Tata

Usaha LP2MP menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data dan

informasi, dan pelaporan;

pelaksanaan penyusunan agenda kegiatah LP2MP;
pelaksanaan urusan penerimaan mahasiswa bafu

d. pelaksanaan. urusan pameran promosi pendidikan;
e. pelaksanaan administrasi pengembangan sistem pendidikan, penjaminan

mutu internal/eksternal, pengembangan metode dan teknologi pembelajaran,

serta kerja sama LP2MP;

f. pelaksanaan analisis evaluasi sistem dan laporan;
g. pelaksaanaan pengelolaan mata kuliah wajib Universitas;
h. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

LP2MP;

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan
perlengkapan, sarana dan prasarana, kepegawaian, dan keuangan, serta

pengelolaan BMU di LP2MP;
j. pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

k. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor."

a.

b.

G. 9 -

pengadaan.•J

P^shl44.
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Pasal 44

(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha LP2MP terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
b. Subbagian Sumber Daya.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

dipimpin oleh sedrang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer
Tata Usaha. . .

(3) Supervisor Program dan Evaluasi, dan Supervisor Sumber Daya LP2MP
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 45

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan program dan

evaluasi pada LP2MP, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 46

Subbasi^^'*^^^ Uaya mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumalitanggaan pada LP2MP, serta

tuga.s-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 47

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

Subbagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi perencanaan, pengumpulan data, pengolahan

data dan informasi, dan pelaporan lembaga;

b. pelaksanaan penyusunan data agenda kegiatan lembaga;
c. pelaksanaan administrasi penerimaan mahasiswa baru;
d. pelaksanaan fasilitasi pameran promo si pendidikan;
e. pelaksanaan administrasi

penjaminan mutu internal dan eksternal;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerja sama lembaga;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang
dilaksanakan; dan

h. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

Subbagian Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, sarana dan

prasarana;

pelaksanaan urusan kepegawaian, dan keuangan;
urusan ketertiban lingkungan kerja;

d. pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Undip (BMU) di LP2MP; '

e.. pelaksanaan pelaporan dan oyaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan • ^

f. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

pendidikan,

g-

b.

c.

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian \ tugas LP2MP untuk kegiatan pengembangan
pembdajm*an dan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 49

(1) Pusat terdiri a.tas sejumlah dpsen dalam jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok bidang ilmu.

(2) Pusat dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk Rektor dari do sen yang

memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

(3) Ketua ...
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(3) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada

Ketua Lembaga.

(4) Pembentukan dan penutupan Pusat: dilakukan oleh Rektor sesuai dengan

kebutuhan.

(5) Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikah
oleh Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat diatur dengan Peraturan Rektor

tersendiri.

: Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 50

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan
unsur pelaksana akademik dan/atau nonakademik di bidang penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 51

LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, monitoring, dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan ; penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
serta : ikut. mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang

diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, LPPM

menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan penelitian ilmiah dasar, terapan dan pengembangan;

b. pelaksanaan penelitian uhtuk pendidikan dan pengembangan institusi;

c. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta

pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah

melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau badah iainnya baik di

dalam negeri maupun dengan luar negeri;
d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
e. pelaksanaan publikasi dan sitasi ha.Sil peneliti^ dan pengabdian kepada

masyarakat; '
f. pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

g. peningkatan relevansi program Undip sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

h. jpelaksanaan pemeringkatan bidang penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat; i
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pembinaan jurnal ilmiah;

k. pembinaan sumber daya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan kegiatan inovasi;

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan pengelolaan
kekayaan intelektual; . ^
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan hilirisasi;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga Iainnya, badan, direktorat, UPT,

kantor dan/atau unit lain terkait;
p. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang Lerkait fungsi LPPM;

q. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

r. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor,

a.

J-

^ 1.

m.

n.

o.

Pasal 53 ..
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Pasal 53

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalani Pasal 52

strukturkPPM terdiri atas:

a. Ketua;

; b. Wakil Ketua;

e. Bagian Tata Usaha
d. Pusat; dan

e. Tenaga Peneliti/Fungsional.
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf b terdiri atas

a. Wakil Ketua Peneliti^; dan

b. Wakil Ketua Pengabdian kepada Masyarakat.

)

. r- ; , Pasal54'.

(1!) Bagian Tata Usaha LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c

dipimpin oleh seorahg Manajer yang bertanggung jawab kepada Ketua LPPM.

12) Manajer Tata Usaha LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

V ' 'Pasal-Sb;

Bagian Tata Usaha LPPM mempunyai tugas melaksanakan urp.san persuratan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan .kerumahtanggaan serta penyusunan

program, kegiatan^ ahggaran dan informasi LPPM, serta tugas-tugas lain yang
ditetapkan oleh Rektor.

, Pasal 56

. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Bagian Tata
Usaha LPPM

a. pelaksanaan urusan persuratan', keuangan, kepegawaia.n, perlengkapan, dan
kerumahtanggaan di lingkungan LPPM;
pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian ddn pengabdian
kepada masyarakat;
pengumpulan dan pengelolaan data serta layan^ informasi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait lungsi LPPM;

pelaksanaan pelaporan dan eydluasi a.tas kegiatari yang dilaksanakan; dan
fungsLfungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

b

e.

d.

e.

f:

1 Pasal 57 -

(I) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha LPPM terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
b. Subbagian Sumber Daya.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayaf (1) huruf a dan huruf b,

dipimpin oleh seorang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer
Tata Usaha LPPM.

(:3) Supervisor Program dan Evaluasi, dan Supervisor Sumber Daya LPPM

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 58 :

:{1) Subbagian Program dan Evaluasi nieinpunyai tugas melaksanakan

administrasi pereneanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan

masy^akat,. inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual dan hilirisasi,

pengumpulan, pengolahan data, dan pelaporan, serta tugas^tugas lain yang

ditetapkan oleh R;ektor.,

(2) Subbagian ...
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tugas mel^sanakan urusan(2) Subbagian Sumber Daya mempunyai
ketatausahaan, rumah tangga, sarana dan prasarana (aset), kepegawaian

dan keuangan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1):

Subbagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat;
b. pengumpulan dan pengelolaan data serta layanan informasi penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat;
c. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan inovasi;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data pengelolaan kekayaan

intelektual;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data hilirisasi;
f. . pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)

Subbagian Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan di LPPM;,
b. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

c. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

g-

a.

Pasal 61

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, terdiri atas

sejumlah tenaga akademik atau tenaga fungsional yang terbagi daltai

berbagai kelompok bidang ilmu.
(2) Pusat dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk Rektor dari tenaga

akademik atau tenaga fungsional yang memenuhi syarat sesuai ketentuan

peratur^ perundang-undangan.
(3) Pembentukan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesUai dengan

kebutuhan.

Pasal 62

(1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas LPPM untuk kegiatan

penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai

bidangnya, serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat diatur dengan Peraturan Rektor

tersendiri.

BAB VI

BADAN

Pasal 63

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1

merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik yang bertanggunj

jawab kepada Rektor.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirfatas:

a. Badan Pengelola KamRus di luar Kampus Utama;
b. Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko;

-20



c, Badan Perencanaan dan Pengembangan; dan

d. Badan Pengelola Kampus Jepajra.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dan

dapat dibantu seorang Wakii Kepala.
Kepala dan Wakii Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diangkat dan dibdrheptikan oleh Rektor.

(3)

Bagian Kesatu
Badan Pengelola Kampus di luar Kampus Utama

Pasal 64

Badan Pengelola Kampus di luar Kampus Utama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 ayat (2) huruf ayang selanjutnya disingkat BPK2U mempakan

unsur pelaksana akademik dan nonakademik yang mengelola Kampus di luar

Kampus Utama.
Dalam pengelolaan akademik BPK2U berkoordinasi dengan fakultas / sekolah
induk dari program stikdi di bawah BPK2U.
Penjaminan mutu program studi pada BPK2U di bawah pengelolaan
fakultas/sekolah induk..

(1)

(2)

(3)

Pasal 65 i

(1) BPK2U mempunyai tugas mengelola aset, membantu fakultas/sekolah induk

dalam mengelola administrasi akademik dan pelaksanaan kegiatan akademik
di kawasan Program Studi di luar Kampus Utama, perencanaan sumber daya

. dan pelaporan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) BPK2U dalam melaksanakan tugas: sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkoordinasi dengan fakultas/sekolah terkait.

Pasal 66 -

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1),

BPK2U menyelenggarakan fungsi: i
pengelolaan aset di kawasan BPK2U;a.

membantu fakultas/sekolah induk dalam pengelolaan administrasi
akademik;

membantu fakultas/sekolah induk dalam pelaksanaan kegiatan akademik

dan nonakademik di kawasan BPK2U;

perencanaan sumber daya;
pembuatan laporan;

pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

BPK2U; I

pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

tugas dan fungsinya kepada lembaga lainnya, badan lainnya, biro direktorat,

UPT, kantor dan/atau unit lain terkait; , ;
pelaksanaan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

1.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66,
struktur BPK2U terdiri atas:

a. Kepala;
b. Wakii Kepala;

c. Bagian Tata Usaha; djan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 68 ...
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Pasal 68

(1) Bagian Tata Usaha BPK2U vsebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 humf c

dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Kepala
BPK2U.

(2) Manajer Tata Usaha BPK2U diangkat daa diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 69

Bagian Tata Usaha BPK2U, mempunyai tngas melaksanakan urusah persuratan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penynsunan

program dan informasi pada BPK2U, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Tata

Usaha BPK2U menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan
kerumahtanggaan di lingkungan BPK2U;
pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan tri dharma

perguruan tinggi;
pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengembangan

tri dharma perguruan tinggi;
pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungM
BPK2U;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Pasal 71

Struktur di bawah Bagian Tata Usaha BPK2U terdiri atas:
Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
Subbagian Sumber Daya.

Subbagian pada Bagian Tata Usaha BPK2U dipimpin oleh seorang Supervisor

yang bertanggung jawab kepada Manajer Bagian Tata Usaha BPK2U.

Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan, dan Supervisor Sumber Daya

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
Rektor dapat menunjuk Koordinator untuk setiap kampus/kawasan di bawah

BPK2U.

(1)
a.

b.

(2)

(3)

(4)

Pasal 72

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan BPK2U, mempunyai tugas

membantu melaksanakan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
Subbagian Sumber Daya BPK2U, mempunyai tugas melaksanakan layanan

administrasi umum, keuangan, dan aset, serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.

(1)

(2)

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan BPK2U menyelenggarakan fungsi:

membantu pelaksanaan urusan administrasi penyusunan program dan
kegiatan pengembangan tri dharma perguruan tinggi;
pelaksanaan layanan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan

informasi pengembangan tri dharma perguruan tinggi;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

Pasal 74 ...
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Pasal 74

Dalam melaksanakan otgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2)

Subbagian Sumber Daya BPK2U menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, periengkapan, dan
kerumabtanggaan di lingkungan BPK2U;
pelaksanaan pela|)oran dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektdr.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut tentang BPK2U diator dalam Peraturan Rektor tersendiri.

a.

b.

c.

Bagian Kedua

Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko

Pasal 76

Badan Pengelola Usaha Bisnis Komersial dan Analisis Risiko yang selanjutnya
disebut BP UBIKAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b,

merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik di bidang

pengembangan dan pengelolaan usaha bisnis dan komersial urituk menunjang

pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip
pertimbanghn bisnis yang profesional {business judgement rules). -

Pasal 77

BP UBIKAR mempunyai otgas pengelolaan usaha komersial, analisis risiko, dan

optimalisasi sumber daya yang meliputi:
a. merencanakan pengaturan pelaksanaan dan pengembangan usaha komersial

di lingkungan Undip.

b. mengelola dan mengembangkan usaha Undip sebagai PTN-BH guna

meningkatkan pendapatan non-UKT.
c. melakukan optimalisasi sumberdaya di lingkungan Universitas Diponegoro

berupa pemanfaatan Barang Milik Undip (BMU) dan Barang Milik Negara

Pasal 78 : ,

Dalam melaksanakan otgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, BP UBIKAR

menyelenggarakan fungsi:
pengaturan tata kelola pelaksanaan dan pengembangan usaha komersial di

lingkungan Undip;

pelaksanaan optimalisasi pengelolaan aset BMU guna meningkatkan

pendapatan non-UKT;
pelaksanaan analisis atau manajemen risiko atas usaha yang dikelola;

pelaksanaan pengendalian atas pendapatan non-UKT yang bersumber dari

pelaksanaan dan pengembangan usaha;
pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan atas unit usaha di bawah BP

UBIKAR;

pelaksanaan kerja sama usaha komersial dengan mitra;
pelaksanaan kerja sama dan/ atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan otgas dan fungsinya kepada lembaga, badan lainnya, biro, direktorat,

UPT, kantor dan/atau unit lain terkait;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang mendukung fungsi BP

UBIKAR;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

Fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

1*

Pasal 79 ...

-23-



Pasal 79

(1) . balaiii menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78,
Struktur BP UBIKAR tefdiri atas:

a. Kepala; i , '
b. W^il Kepala;
c. Bagian Tata Usaha; ■
d. Bagian Pengelola. Unit Usaha; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional. i

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh

seorang Manajer yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
: BP UBIKAR.

(3) Bagian Pengelolaan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) huruf d

dipimpin oleh seorang Manajer atau. nomenklatur lain yang disetarakan dan
berada di bawah serta bertahggungjawab kepada Kepala BP UBiKAR.

(4) Manajer atau nomenklatur lain yang disetarakan sebagaimanai-dimaksud pada

ayat (3) dapat berasal dari kalangan profesipnal dengan mernpertimbangkan
. kebutuhah pengembangan unit usaha.

(5) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Manajer atku nomenklatur
: lain yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3|, diangkat dan

diberhentika.n oleh Rektor dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 80

Bagian Tata Usaha BP UBIKAR mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta penyusunan

program dan informasi BP UBIKAR, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

Pasal 81

Dalani melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Tata
Usaha BP UBIKAR menyelenggarakan fungsi:

pengaturan tata keloia pelaksanaan dan pengembangan usaha komersial di

lingkungan Undip;
b. pereneanaan dan'pengelolaan anggaran jusaha komersiar di bawah Badan

Pengelola; . ^ ^ ^ ^ ^
pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan aset BMU dan i BMN guna
meningkatkan pendapatan non-UKT;

d. pelaksanaan analisis. atau manajemen risiko atas usaha komersial yang
dikelola;

e. „ pelaksanaan pengendalian atas pendapatan non-UKT yang hersumber dari

pelaksanaan dan pengembangan usaha;
f. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan atas Unit Usaha;

pelaksana,an keija sama usaha komersial dengan mitra;

a.

c.

g

h. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang mendukung fungsi BP ,
UBIKAR;

i. pelaksanaan pengendalian atas Badan Usaha Milik Undip melalui. delegasi
Rektor;^

j. pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan perizinan usaha kbmersial atas

Unit Usaha;

k. pelaksanaan monitoring pelaporan atas penggunaan perizinan usaha
komersial; .

1. pelaksanaan promoM, publikasi, dan pemasaran usaha komersial;

atas hak paten milik Undip yangm.

dikomersialisasikan; ; . ;

pelaksanaan layanan kpmersialisasi atas hasil riset yang telah melalui tahap ,
hilirisasi; I

n.
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penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia guna mendukung

pelaksanaan usaha komersial;
pelaksanaan kegiatan penunjang tri dharma perguruan tinggi;

pelaksanaan umsan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan

kemmahtanggaan di BP UBIKAR;
r. pengelolaan usaha‘ komersial yang dikelola kantor pusat;

pelaksanaan monitoring pengelolaan Unit Usaha di fakultas dan sekolah luar

kantor pusat;

pengumpulan dan pengelolaan data serta layanan informasi usaha komersial;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

pelaksanaan fungsi administrasi pajak kegiatan usaha komersial;dan

w. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 82

(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha pada BP UBIKAR terdiri atas:

Subbagian Pengembangan Usaha Komersial dan Kerja Sama Bisnis;dan

b. Subbagian Pengelolaan Usaha Komersial dan Optimalisasi Sumber Daya.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin

oleh seorang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Tata Usaha
BP UBIKAR.

(3) Supervisor Pengembangan Usaha Komersial dan Keija Sama Bisnis, dan

Supervisor Pengelolaan Usaha Komersial dan Optimalisasi Sumber Daya

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 83

(1) Subbagian Pengembangan Usaha Komersial dan Kerj
mempunyai tugas pelaksanaan tata kelola pengembangan usaha komersial,

dan pelaksanaan kerja sama bisnis.
(2) Subbagian Pengelolaan Usaha Komersial dan Optimalisasi Sumber Daya

mempunyai tugas pelaksanaan tata kelola usaha komersial dan optimalisasi

sumberdaya berupa aset BMU dan BMN.

o.

P*

q.

s.

t.

u.

V.

a.

sama Bisnisa

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1),

Komersial dan Kerja sama BisnisSubbagian Pengembangan Usaha
menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan usaha komersial;
b. mengusulkan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan usaha

komersial;

pelaksanaan pendampingan rencana pengembangan usaha komersial

selain Unit Usaha;

d. pelaksanaan administrasi inisiasi pengembangan usaha komersial;

pelaksanaan dan monitoring inisiasi kerja sama usaha komersial dengan

mitr^.;

f, pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem
pendukung usaha komersial;
pengelolaan dan pelaksanaan analisis atau manajemen
pengembangan usaha komersial;

h. pelaksanaan layanan inisiasi komersialisasi atas hash riset yang telah

melalui tahap hilirisasi;
pengaturan dan pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan

pemasaran kegiatan usaha komersial ditingkat Universitas;dan
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

c.

e.

informasi

risiko dalam
g-

1.

J-

Pasal 85 ...
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Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaiinaria dimak^ud dalam Pasal 83 ayat (2)

Subbagian Pengelolaan Usaha Komersial dan Optimalisasi Snmber Daya

menyelenggarakan fungsi: ' ^
pengelolaan dan supervisi kegiatan usaha komersial nonpermanen;

b. pelaksanaan pengelolaan dan monitoring administrasi keija: sama bisnis

dengan mitra;
c. pelaksanaan monitoring pengelolaan atas hak kekayaan intelektual dan hasil

riset milik Undip yang telah dikomersialisasikan;
d. pengelolaan dan pelaksanaan optimalisasi sumber daya berupa aset BMU dan

BMN selain yang dikelola oleh Unit Usaha di lingkungan Kantor Pusat;

e. pengelolaan pelaksanaan dan pelaporan secara periodik atas perizinan usaha

komersial;

f. pengumpulan dan penatausahaan data usaha komersial;
pengelolaan dan pendataan pendapatan usaha komersial;

h. pelaksanaan fungsi administrasi pajak kegiatan usaha komersial;

i. pelaksanaan kegiatan penunjang tri dharma.perguruan tinggi;

j. pelaksanaan koordinasi dan monitoring secara periodik atas Badan Usaha

Milik Undip melalUi delegasi Rektor; dan
k. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 86

Bagian Pengelolaan Unit Usaha memiliki tugas untuk melaksanaan

dan pengawasan unit usaha permanen dan meningkatkan pendapatan non-UKT

melalui unit-unit usaha yang menjadi tanggunpawabnya.

a.

g-

; Pasal 87

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian

Pengelolaan Unit Usaha menyelenggarakan furlgsi;
mengusulkan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan nou-UKT';

b. pengaturan mekanisme pengelolaan unit-unit usaha komersial di lingkungan

kantor pusat;

c. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian,
unit-unit usaha di lingkungan kantor pusat;

d. pelaksanaan . koordinasi pengelolaan pengembangan sistem informasi

pendukung usaha komersial di setiap Unit Usaha dilingkungan kantor pusat;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasii unit-unit usaha komersial di

lingkungan kantor pusat;
f. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi dan pemasaran

pada masing-masing unit usaha;
penyusunan usulan penggunaan anggaran pada masing-masing unit usaha;

h. penatausahaan dan pengelolaan sumberdaya manusia pada masing-masing
Unit Usaha;

penyusunan laporan keuangan dan perpajakan pada masing-masing Unit

Usaha;

pelaksanaan kegiatan penunjang tri dharma perguruan tinggi pada masing-

masing Unit Usaha;
k. pelaporan kegiatan Unit Usaha secara periodik;
1. pelaksanaan pemenuhan kepatuhan atas peratUran ketenagakerjaan;

pengelolaan dan pendataan pendapatan usaha komersial pada masing-

masing unit usaha; ,
pelaksanaan fungsi administrasi pajak kegiatan usaha komersial;

a.

g-

1.

J-

m.

n.

o. menyusun

-26-



menyusun kajian analisis risiko atas pengembangan usaha komersial Unit

Usaha yang ada dibawah pengelolaan langsung BP UBIKAR; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 88

(1) Stmktur di.bawali Bagian Pengelolaan Unit Usaha pada BP UBIKAR terdiri
atas Unit Usaha atau sekumpulan Unit Usaha yang dibentuk berdasarkan

Keputusan Rektor.
(2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Unit Usaha Paud Permata;

Unit Usaha Rusunawa;:

Unit Usaha Mnladi Dome dan DipoHub;
Unit Usaha SPBU;

Unit Usaha Training Centre; dan
Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Rektor,

Pasal 89

(1) Unit Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (2) dipimpin oleh seor^g
Kepala Unit Usaha atau nomenklatur lain yang disetarakan dengan supervisor
dan berada dibawah serta bertanggUngjawab pada Manajer Pengelolaan Unit

Usaha dtau nomenklatur lain yang disetarakan.

(2) Kepala Unit Usaha atau nomenklaturlain yang disetarakan dengan supervisor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beraisal dari kalangan profesional

dengan mempertiinbangkan kebutuhan khusus unit usaha.
(3) Kepala Unit Usaha atau nomenklatur lain yang disetarakan dengan supervisor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

dengan mempertimbangkan beban : kerja dan kebutuhan unit usaha

berdasarkan usulan Kepala BP UBIKAR.

Pasal 90

Kepala Unit Usaha memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan usaha sesUm

dengan karakteristik usaha guna meningkatkan pendapatan non-UKT melalui unit

usaha yang menjadi tanggungjawabnya.

o.

P-

a.

b

c.

d,

e.

ft'

Pasal 91 :

Unit Usaha^ dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,

menyelenggarakan fungsi:
a. meningkatkan pendapatan non-UKT sesuai dengan penetapan kinerja oleh

Kepala BP UBIKAR;
b. menjalankan kegiatan operasional harian unit usaha;

menjalankan proses administrasi unit Usaha, dan penatausahaan
kepegawaian tenaga kerja langsung usaha komersial;

d. menjalankan pelaporan kegiatan unit usaha;
e. mengusulkan perawatan dan pemeliharaan; dan
f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Kepala BP UBIKAR. :

Bagian Ketiga
Badan Perencanaan dan Pengembangan

c.

Pasal 92

Badan Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

ayat (2) huruf c, yang selanjutnya disingkat BPP merupakan unsur penunjang

akademik dan nonakademik di bidang perencanaan dan pengembangan Undip.
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Pasal 93

BPP mempunyai tugas merencanakan dan mengembangk^ kampus serta

perencanaan anggaran, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagairaana dimaksud dalM Pasal 93, BPP

menyelenggarakan fungsi:
a. pen5nj.sunan rancangan kajian kebijakan pengembangan karnpus,

pendapatan dan penganggaran;
b. penyusunan dan penatalaksanaan pengembangari RenGana Induk

Pengembangan / RIP;
dan penatalaksanaan pengembanganc. penyusunan

Panjang/Master Plan; .
d. penyusunan dan penatalaksanaan pengembangan Rencana tata Bangunan

dan Lingkungan (RTBL);
e. penyusunan dan penatalaksanaan pengembangan sarana dan prasarana;

f. pelaksanaan dan penatalaksanaan reviu usulan perencana^ pengadaan

barang dan jasa T
Rencanapengembmigandan penatalaksanaanpen5aisunan

Strategis/Renstra;.
h. penyusunan rancangan target pendapatan pendidikan dan noh pendidikan;,

i. penyusunan dan penatalaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran TahUnan

(RKAT);
pen3msunan dan penatalaksanaan Anggaran RM dan Anggaran Pemerintah

lainnya;

k. pen5msunan dan penatalaksanaan Anggaran Usaba Bisnis dan Kerja sama;

1. pen5nisunan dan penatalaksanaan akuntabilitas kinerja dan pelaporan;

dan perancangan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan

g-

J

m. penyusunan

serta kajian kebijakan fiscal;
n. penatalaksanaan reviu usulan pembentukan, penataan dan penutupan

program studi, departemen dan fakultas/sekolah;
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pengembangan secara periodik dan tahunan; .
penerapan manajemen resiko pada setiap kegiatan perencanaan
pengembangan;
pelaksanaan koofdinasi dengan unit perencanaan kementerian dan pihak

lainnya; /

pelaksanaan penyelenggaraan sistem infbrmasi/elektronik terkait fungki

pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberiah dukungan administrasi sesuat

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, biro, badan lainnya, direktorat,

UPT, kantor dan/atau unit lain terkait; dan
t. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh RektOr.

o.

dan
P-

q-

r.

s.

Pasal 95

{1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94,

struktur BPP terdiri atas:

a. Kepala;
b. W^il Kepala;

Bagian Tata Us^a;.dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud (1) huruf a dipimpin oleh seorarig

Manajer yang bertanggungjawab kepada Kepala BPP.
(3j Manajer Tata Usaha BPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

c>

d.

cl 96
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Pasal 96

Bagian Tata Usaha BPP mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kemmahtanggaan serta penyusunan

program dan informasi BPP, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

‘ Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Tata

Usaha BPP menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan di BPP;

b. pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, anggaran dan penerapan

manajemen resiko pada. ruang lingkup tugas perencanaan, pengembangan

kampus, penganggaran dan pelaporan;
pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan kajian
pengembangan kampus, pendapatan dan penganggaran;

d. pelaksanaan koordinasi pen5rusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rencana Induk Pengembangan/RIP, Reneana Jangka Panjang / Masterplan,
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Strategis

(Renstra); '
e. pelaksanaan koordinasi pen5msunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), Anggaran RM dan Dana

Pemerintah lainnya, Anggaran Usaha Bisnis dan Kerj a sama;

f. pelaksanaan koordinasi penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengembangan sarana prasarana serta perencanaan barang dan jasa;

pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perancangan target, intensifikasi

dan ekstensillkasi pendapatan serta kajian kebijakan fiskal

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengukuran, evaluasi akuntabilitas

kinerja dan pelaporan tahunan;
i, pelaksanaan koordinasi reviu usulan pembentukan, penataan dan penutupan

program studi, departemen dan fakultas/sekolah;
pengumpulan, pengelolaan data, pelaporan, layanan informasi dan

penyelenggaraan sistem berbasis elektronik terkait fungsi BPP; dan
k. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 98

(1) Strwktur di bawah Bagian Tata Usaha BPP terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kampus; dan
b. Subbagian Perencanaan Anggaran.

(2) Subbagian pada Bagian Tata Usaha, dipimpin oleh Supervisor yang
bertanggung jawab kepada Manajer Tata Usaha BPP.

(3) Supervisor Perencanaan dan Pengembangan Kampus, dan Supervisor

Perencanaan Anggaran diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

kebijakanc

g-

J-

Pasal 99

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kampus mempunyai tugas

melaksanakan administrasi: kebijakan pengembangan program studi,

•us, analisis risiko dalam rangka perencanaan dan
pengembangan kampus, dan 'monitoring, evaluasi dan pelaporan

perencanaan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan

administrasi: kebijakan anggaran, usulan perubahan anggaran, melakukan
verifikasi usulan anggaran, analisis risiko dalam rangka perencanaan

anggaran dan program kegiatan tahunan, serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 100 ...
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Pasal lOQ

(1) Dalaril melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1)

Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kampus menyelenggarakan
fungsi: i ' '

pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan pengembangan k^pns: dana.

b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan prosedur
perencanaan dan pengembangan: kampus;

c. pelaksanaan administraSi dan pehatalaksanaan penyusunan, reviu,

revisi, monitoring dan evaluasi Rencana Induk Pengembangan (RIP);

d. pelaksanaan administraSi dan penatalaksanaan penyusunan, reviU,

revisi, monitoring dan evaluasi Rencana Jangka Panj^g/ Master Plan;

e. pelaksanaari administraSi dan penatalaksanaan penyusunan, reviU;

revisi, monitoring dan evaluasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL);
f. pelaksanaan administraSi dan penatalaksanaan penyusunan, reviu,

monitoring dan evaluasi pengembangan sarana prasarana;
pelaksanaan administrasi dan penatalaksanaan reviu Usulan

perencanaan pengadaan barang dan jasa;
h. pelaksanaan administrasi dan penatalaksanaan penyusunan, reviu,

revisi, monitoring dan evaluasi Rencana Strategis/Renstra termasuk

pengukuran Indikator Kinerja Utama IkU;
i. pelaksanaan administrasi dan penatalaksanaan reviu usula;n

pembentukan, penataan dan penutupan program studi, departemen dan

fakultas/sekolah;
j. pengumpulan, pengelolaan data, pelaporan, layanan informasi dan

penyelenggaraan. sistem berbasis elektrOnik terkait perencanaan dan

pengembangan kampus;
k. identifikasi profil resiko, pemantauab dan tindak lanjut pengendalian

risiko atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
1. fnngsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Dalam melaksanakan tUgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat

Subbagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan anggaran dan target

pendapatan;
b. pelaksanaan penjmsunan pedoman dan prosedur kerja kegiatan

perencanaan anggaran dan pelaporan;
c. pelaksanaan penyusunan target pendapatan dari dana pendidikan dian

non pendidikan; ■ ;
d. pelaksanaan administrasi dan penatalaksanaan penyusunan, reviu,.

revisi, monitoring dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

(RKAT);
pelaksanaan administrasi dan penatalaksanaan penyusunan, reviu,.

revisi, monitoring dan evaluasi Anggaran RM dan Anggaran Pemerintah

lainnya;

pelaksanaan administrasi dan penatalaksanaan penyusunan,
revisi, monitoring dan evaluasi Anggaran Usaha Bisnis dan Kerja sama;

intensifikasi dan

jria

g-

e.

reviu,f.

dan perancanganpelaksanaan penyusunan
ekstensifikasi pendapatan serta kajian kebijakan fiscal;
pelaksanaan administrasi dan. penatalaksanaan penyusunan, reviu,

monitoring dan evaluasi pengukuran capaian output dan anggaran

i. pelaksanaan administrasi dan. penatalaksanaan penyusunan dan reviu

pelaporan non akuntanSi termasuk annnual report;

g-

h.

j. pengumpulan
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j. pengumpulan, pengelolaan data, pelaporan, layanan informasi dan

penyelenggaraan sistem berbasis elektronik terkait pereneanaan

anggaran dan pelaporan;
k. identifikasi profil resiko, pemantauan dan tindak lanjut pengendalian

risiko atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
1. fiangai-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat
Badan Pengelola Kampns Jepara

Pasal 101

(1) Badan Pengelola Kampus Jepara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat

(2) huruf d yang selanjutnya disingkat BPKJ merupakan unsur pelaksana

akademik dan nonakademik yang mengelola kampus Jepara.

(2) Dalarn pengelolaan akademik BPKJ berkoordinasi dengan fakultas/sekolah

indrik dari program sttidi di bawah BPKJ.
(3) Penjaminan mutu program studi pada BPKJ dikelola oleh faknltas/sekolah

induk. i

Pasal 102

(1) BPKJ ‘mempunyai tugas mengelola aset di Kampus Jepara, membantu

fakultas/sekolah induk dalam mengelola administrasi akademik dan

pelaksanaan kegiatan akademik di kawasan Kampus Jepara, pereneanaan

sumber daya dan pelaporan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

(2) BPKJ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkoordinasi dengan fakultas/sekolah terkait.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1),

BPKJ menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan Kampus Jepara sebagai kawasan pendidikan, sains,

teknologi;
b. pelaksanaan pengembangan dan hilirisasi hasil-hasil riset dalam bidang

sumber daya laut dan pesisir;
e. pelaksanaan kerja sama yang berkaitan dengan pengembangan dan

hilirisasi hasil-hasil riset dalam bidang sumber daya laut dan pesisir;

d. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan usaha-usaha komersial barn dalam

bidang sumber daya laut dan pesisir melalui Inkubasi dan/atau Spin Off;
pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan di Kampus

Jepara;
f. membantu fakultas/sekolah induk ; dalam pengelolaan administrasi

akademik;

membantu fakultas/sekolah induk dalam, pelaksanaan kegiatan
akademik dan nonakademik di kawasan BPKJ;

e.

g-

h. pereneanaan sumber daya;
i. pembuatan laporan;
j. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

BPKJ;

k. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi

sesuai tugas dan fungsinya kepada lembaga lainnya, badan lainnya,

direktorat, UPT, kantor dan/atau unit lain terkait;
1. pelaksanaan evaluasi afas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.m.

Pasal 104...
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Pasal 104

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103,

struktur BPKJ terdiri atas:

Kepala;
Wakil Kepala;
Bagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

a.

b.

c.

d.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha BPKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 hurtif e

dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKJ.

(2) Manajer fata Usaha BPKJ diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 106

(1)

Bagian Tata Usaha BPKJ, mempunyai tugas melaksanakan uru^ persuratan,

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dari' pen5msunan

dan informasi pada BPKJ, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan olehprogram
Rektor.

Pasal 107

Dalam, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Tata

Usaha BPKJ menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusah persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

dan kerumahtanggaan di lingkungan BPKJ;
pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pehgembangan
dharma perguruan tinggi di kampus Jepara;
pengurnpulan dan pengolahan data serta
pengembangan tri dharma perguruan tinggi;

d, pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektrohik terkait fungsi

BPKJ;

e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

f. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor,

Pasal 108

(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha BPKJ terdiri atas:

Subbagian Pengembangan dan Hilirisasi Sainstek; dan
b. Subbagian Sumber ^ _

(2), Subbagian pada Bagian Tata Usaha BPKJ dipimpin oleh seorang Supervisor

yang bertanggung jaWab kepada Manajer Bagian Tata Usaha BPKJ.

(3) Supervisor Pengembangan dan Hilirisasi Sainstek, dan Supervisor Surnber

Daya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

a.

trib.

layanan informasie.

a.

Pasal 109

(1) Subbagiari Pengembangan dan Hilirisasi Sainstek BPKJ, mempunyai tugas

membantu melaksanakan layanan pengembangan dan hilirisasi Saihstek

membantu pelaksanaan layanan akademik dan kemahasiswaan, serta tugas-

tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
Subbagiah Sumber Daya BPKJ, mempunyai tugas melaksanakan layanan

keuangan, dan aset, serta tugas-tugas lain yang

■5- -

(2)
administrasi umum,

ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 110
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Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1)

Subbagian Pengembangan dan Hilirisasi Sainstek BPKJ menyelenggarakan fungsi:

a. membantu pelaksanaan layanan akademik dan kemahasiswaan;
b. membantu pelaksanaan urusan administrasi layanan Kampus Jepara sebagai

kawasan edukasi, sains, teknelogi dan inkubasi usaha-usaha komersial baru;

c. membantu pelaksanaan urusan administrasi layanan pengembangan dan
hilirisasi hasil-hasil riset dalam bidang surnber daya laut dan pesisir;

d. membantu pelaksanaan urusan administrasi layanan kerja sama yang

berkaitan dengan pengembangan dan hilirisasi hasil-hasil riset dalam bidang

surnber daya laut dan pesisir;
e. membantu pelaksanaan urusan administrasi layanan fasilitasi penumbuhan

usaha-usaha komersial baru dalam bidang surnber daya laut dan pesisir

melalui Inkubasi dan/atau Spin Off;
f. membantu pelaksanaan urusan administrasi layanan kegiatan yang

menghasilkan pendapatan di Kampus Jepara;
membantu pelaksanaan urusan administrasi penyusunan program dan

kegiatan pengembangan tri dharma perguruan tinggi;
h. pelaksanaan layanan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan

informasi pengembangan tri dharma perguruan tinggi;
pelaksanaan layanan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan

informasi;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

k. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

g-

1.

J-

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2)

Subbagian Surnber Daya BPKJ menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan di lingkungan BPKJ;
b. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
c. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut tentang BPKJ diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB VII

BIRO KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

Pasal 113

Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2, merupakan unsur penunjang akademik dan

nonakademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor

Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis, dan Kerumahtanggaan.
Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dapat dibantu seorang Wakil Kepala.
Kepala dan Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

(1)

(2)

(3)

Pasal 114

Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

113 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan aset,

kerumahtanggaan, ketatausahaan Rektor, ketatausahaan senat akademik,

ketatausahaan majelis wall amanat, dan keprotokoleran Universitas, serta tugas-

tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 115 ...
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Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Biro

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pemeliharaan aset;
pelaksanaan layanan kerumahtanggaan;
pelaksanaan layanan ketatausahaan^ Rektor;
pelaksanaan layanan ketatausahaan senat akademik;
pelaksanaan layanan ketatausahaan majelis wali amanat;
pelaksanaan layanan keprotokoleran Universitas;
pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Biro

Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

J-

Pasal 116

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,
struktur Biro Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan, terdiri atas:

a. Kepala Biro;
b. Wakil Kepala Biro; - : i
c. Bagian Kerumahtanggaan;
d. Bagian Ketatausahaan dan Protokbler; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional,
Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Manajer
yang bertanggung jawab kepada Kepala Biro Ketatausahaan dan

Kerumahtanggaan.
Manajer Kerumahtanggaan, dan Manajer Ketatausahaan dan Protokoler

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Bagian Kerumahtanggaan

Pasal 117

Bagian Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf
c mempunyai tugas melaksanakan layanan ^keamanan, ketertiban, keindahan,

kebersihan, pengaturan penggianaan aset, layanan kerumahtanggaan , dan

pemeliharaan aset, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bagian
Kerumahtanggaan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan

kampus; i .
pelaksanaan pengaturan penggunaan aset;
pelaksanaan keamanan dan pemeliharaan aset;
pelaksanaan layanan kerumahtanggaan;
pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi
Bagian Kerumahtanggaan;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

Pasal 119 ...
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Pas^ 119

(1) ^ Struktur di bawah Bagian Kemmahtanggaan terdiri a.tas

Subbagian Keamanan, Fasilitas dan Kerurnahtanggaan; dana.

b. Subbagian Pemeliharaan.
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (ij dipimpin bleh sedrang

Supervisor yang bertanggungjawab kepada Manajer Kerurnahtanggaan .

(3) Superyisor Keamanan, Fasilitas dan Kerumahtanggaan, dan Supervisor

Pemeliharaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. , ’

Pasal 120'

(1) Subbagian Keamanan, Fasilitas dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan keamanari dan ketertiban, melakukan urtisan

keindahan dan kebersihan, melakukan nrusan pengaturan penggunaan aset,
dan melakukan urusan kerumahtanggaan lainnya, serta tugas-tugas lain

yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemelihmaan dan

perawatan gedung/bangunan, peralatan perkantoran, kendaraan dinas dan

aaet lainnya, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)

Subbagian Keamanan, Fasilitas dan Kerumahtanggaan menyetenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban;
b. pelasanaaan urusan keindahan dan kebefsihan kampus;

pelaksanaan pengaturan penggunaan aset berwujud dan/atau BMU;c.

pelaksanaan layanan kerumahtanggaan; dand.

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang
dan

fungsirfungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

e.

f.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2)

Subbagian Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi: ;
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung/ bangurian, peralatan

perkantoran, kendaraan dinas dan aset lainnya;
pelaksanaan pelapOran dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan ' i;-;

fungsi-fuirgsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Bagian Ketatausahaan dan Protokoler

Pasal 123

Bagian Ketatausahaan dan Protokoler sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 116

ayat (1) hurnf d mempunyai tugas melaksanakan layanan kesekretariatan Rektor

dan keprotokOlan universitas, ketatausahaan rektorat, ketatausahaan MWA, dan

ketatausahaan SA, serta tugas-tugas lain yang ditetapkah oleh Rektor.

Pasall-24' .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim^sud dalam Pasal 123 Bagian
Ketatausahaan dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan koordinasi tugas kesekretariatan Rektor;
perencanaan dan koordinasi kegiatan keprotokOlan universitas;
pen3nisunan dan pelaksanaan tata naskah dinas;

- a.

b.

c.

a.

b

d. layanan ...
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layanan ketatausahaan rektorat;
layanan ketatausahaan MWA;
layanan ketatausahaan SA;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Bagian
Ketatausahaan dan Protokoler; :

dan evaluasi

d.

e.

f.

g-

pelaksanaan pelapofan
dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor. ;

atash. yang

1.

Pasal 125

(1) Struktur di bawah Bagian Ketatausahaan dan Protokoler, terdiri atas:

Subbagian Sekretariat Rektor dan Protokoler Universitas;
Subbagian Tata Usaha^ Rektorat;;
Subbagian Tata Usaha MWA;
Subbagian Tata Usaha SA; dan
Kelompok Jabatan ihingsional.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada; ayat (1) dipimpin oleh seorang

Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Ketatausahaan dan

Protokoler.

(3) Supervisor Sekretariat Rektor dan Protokoler Universitas, Supervisor Tata
Usaha Rektorat, Supervisor Tata Usaha MWA dan Supervisor Tata Usaha SA

diangkat dan diberhentikan loleh Rektor.

a.

b.:

c.

d.

e.

Pasal 126

Subbagian Sekretariat Rektor ^ dan Protokoler Universitas mempunyai tugas
melaksanakan layanan kesekretariatan Rektor dan keprotokolan universitas, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 127

Dalarri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 126, Subbagian
Sekretariat Rektor dan Protokoler Universitas menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kesekretariatan^ Rektor;
b. pelaksanaan kegiatan keprotokolan universitas;

pelaksanaan urusan ketatausahaan Rektor;
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Rektor;
e. pelaksanaan pelaporam dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakah;

dan

f. fimgsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

: ; Pasal 128

Subbagian Tata Usaha Rektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan

di bidang tata usaha, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

c.

• •

Pasal 129

Dalanj. melaksanakan tugas seipagAip^r^a din|^ksu4 daiam Pasal 128Bubbagian
Tata Usaha Rektorat menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan layanan^ketatausahaan Universitas;
pelaks^aan adniimslrasi penyusunfen lata naskali dinas; ; * '• ’

pelaksanaan. pengelolaan e-office;c.

d, pelaksahaan pelaporan dan evaluasi atas
dilaksanakan; dan' . ,

e. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor!

yang

Pasal 130 ...
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Pasal 130

Subbagian Tata Usaha Majelis Wall Amanat mempunyai tugas melaksanakan

penatausahaan MWA, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor
urusan

dan/atau Ketua MWA.
i

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Subbagian

TMa Usaha Majelis Wali Amanat menyelenggarakan fungsi:
pengelolaan urusan ketatausahaan MWA;
pengelolaan administrasi keuangan MWA;
penyelenggaraan penyiapan kegiatan penyusunan Peraturan MWA;

pengelolaan kerumahtajiggaan MWA;
penatausahaan laporan kegiatan MWA;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

fungsi-fungsi lain yang d-itetapkan oleh Rektor dan/atau Ketua MWA.

Pasal 132 i

Subbagian Tata Usaha Senat Akademik mempunyai tugas melaksanakan urusan

penatausahaan SA, dan tugas-tngas lain yang ditetapkan oleh Rdktor dan/atau

Ketua SA.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Subbagian

Tata Usaha Senat Akademik menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan ketatausahaan SA;
b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan pertimbangan SA dalam menilai

usulan angka kredit do^en Lektor Kepala dan Guru Besar;
c. pengelolaan administrasi keuangan SA;
d. penyelenggaraan penyiapan kegiatan penyusunan Peraturan SA;

e. pengelolaan kerumahtanggaan SA;
f. pelaksanaan pelaporan,, dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau Ketua SA.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

dan

g-

Pasal 134

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 3

merupakan unsur penunjang akademik dan nonakaciemik yang berada di
bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor

atau Direktur terkait.

(2). UPT sebagaimana dimaksudi pada ayat (1) terdiri atas:

a. UPT Layanan Seni, Budaya dan
b. UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika

Mahasiswa; .

c. UPT Keselamatanj Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
d. UPT Perpustakaan dan Undip Press; dan
e. UPT Laboratorium Terpadu. ,

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang

diangkat dan diberhentikan pleh Rektor.

Bagian Kesatu ...
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Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

{Health, Safety and Environment)

Pas^ 135

UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat

UPT K3L sebagaimana dimaksud dalam Pa:sal 134 ayat (2) huruf c merupakan

unsur penunjang akademik dan nonakademik yang membantu tugas dan fungsi

Wakil Kektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan di

bidang keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

Pasal 136

UPT K3L mempunyai tugas merencan^an dan mengembangkan keselamatan,

kesehatan kerja dan lingkungan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, UPT K3L

menyelenggarakan fungsi: :
a. pengelolaan K3L meliputi pereneanaan, pengendalian bahaya dan risiko

K3L, pengelolaan sampah, limbah B3, drainase dan penghijauan;
b. pereneanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana K3L;

pemberian saran dan koordinasi kepada pihak terkait untuk

implementasi K3L;
d. pelaksanaan prbmosi, audit, inspeksi K3L;
e. penanganan kondisi kedaruratan dan kebencanaan;
f. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi UPT K3L;

g. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan acfministrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada fakultas/sekolah, lembaga,
badan, direktorat, UPT lainnya^ kantor dan/atau unit lain terkait;

h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

i. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

e.

Pasal 138

(1) Da.lam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137,

struktur UPT K3L, terdiri atas:

a. Kepala; '
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat
menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 139

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf

b, dipimpin oleh seorang Supervisor yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPT K3L.
(2) Supervisor Tata Usaha UPT K3L diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 140

Subbagian Tata Usaha UPT K3L mempunyai tugas meiaksanakan layanan

administrasi pereneanaan dan pehgembangari keselamatan, kesehatan kerja dan

lingkungan, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan UPT K3L, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor;
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Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subbagian

Tata Usaha UPT K3L menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pengelolaan K3L meliputi perencanaan, pengendalian
bahaya dan risiko K3L, pengelolaan sampah, limbah B3, drainase dan

penghijauan; *

a.

pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan saranab.

prasarana K3L;
pelaksanaan pemberian saran dan koordinasi kepada pihak terkait

untuk implementasi K3L;
pelaksanaan promosi, audit, inspeksi K3L;
pelaksanaan penanganan kondisi kedaruratan dan kebeneanaan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT;

c.

d.

e.

f.

pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPT;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang d.ilaksanakan;

dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

g-

h.

1.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan dan Undip Press

Pasal 142

UPT Perpustakaan dan Undip Press sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat

(2) huruf d merupakan unsur penunjang nonakademik yang membantu tugas dan

fungsi Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan

Organisasi di bidang perpustakaan, penerbitan dan percetakan.

Pasal 143

UPT Perpustakaan dan Undip Press mempunyai tugas melaksanakan pemberian

layanan bahan pustaka, kerja sama dan pelatihan untuk keperluan pendidikan,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan penerbitan, dan percetakan,

serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, UPT

Perpustakaan dan Undip Press menyelenggarakan fungsi:
penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
pemeliharaari bahan pustaka;
pelaksanaan kerja sama dan pelatihan;
pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
pelaksanaan koordinasi dengan perpustakaan fakultas;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

pelaksanaan layanan penerbitan dan percetakan;g-

pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil penerbitan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT;
penyelenggaraan, sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi UPT

Perpustakaan dan Undip Press;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat,

UPT lainnya, kantor dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

h

1

j-

k.

1.

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.m.

Pasal 145 ...
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Pasal 145

(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144,

struktur UPT Perpustakaan dan Undip Press terdiri atas;
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat

menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 146

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) huruf

b dipimpin oleh seorang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Kepala

UPT Perpustakaan dan Undip Press.
(2) Supervisor Tata Usaha UPT Perpustakaan dan Undip Press diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor:

Pasal 147

Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan dan Undip Press mempunyai tugas
melaksanakan administrasi, ; ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT

Perpustakaan dan Undip Press, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Subbagian

Tata Usaha UPT Perpustakaan dan Undip Press menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan administrasi penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;

b. pelaksanaan administrasi layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;

c. pelaksanaan pemeliharaan bahan pustaka;
d. pelaksanaan administrasi kerja sama dan pelatihan;

pelaksanaan administrasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan;

f. pelaksanaan administrasi koordinasi dengan perpustakaan fakultas;

pelaksanaan administrasi layanan penerbitan dan percetakan;
h. pelaksanaan administrasi promosi dan pemasaran basil penerbitan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan '

k. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor,

; Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Terpadu

a.

e.

g-

1.

J-

Pasal 149

UPT Laboratorium Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf
e merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik yang membantu tugas

dan fungsi Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Publik di

bidang layanan laboratorium.

Pasal 150

UPT Laboratorium Terpadu mempunyai tugas melaksanakan layanan

laboratorium untuk program pendidikan, program penelitian, inovaSi, pengujian,

dan program pengabdian kepada masyarakat, serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 151 ...
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Pasal 151

DalOT melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, UPT

Laboratorium Terpadu menyelenggarak^ fungsi:
pelaksanaan layanan laboratorium untuk pendidikan;
pelaksanaan layanan laboratorium untuk penelitian dan inovasi;

pelaksanaan layanan laboratorium untuk pengujian dari internal dan

eksternal; ‘

pelaksanaan layanan laboratorium untuk program pengabdian kepada

pelaksanp.an pembinaan dan koordinasi dengan laboratorium-laboratorium di

pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi UPT

Laboratorium Terpadu;
pelaksanaan kerja sama dap/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT lainnya,

kantor: dan / atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi^fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1,

J-

k.

Pasal 152

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151,(1)
struktur UPT Laboratorium Terpadu, terdiri atas:

Kepala;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat

menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

a.

b.

c.

(2)

Pasal 153

Subbagian Tata Uspha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf

b dipimpin oleh seorang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Kepala

UPT Laboratorium Terpadu.
Supervisor Tata Usaha UPT Laboratorium Terpadu diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor. .

Pasal 154

Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Terpadu mempnnyai tugas

melaksanakan urusan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT

Laboratorium Terpadu, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 155 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subbagian

Tata Usaha UPT Laboratorium Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi layanan laboratorium untuk pendidikan;

b. pelaksanaan administrasi layanan laboratorium untuk penelitian dan inovasi;
pelaksanaan administrasi layanari laboratorium untuk pengujian dari internal
dan eksternal;

d. pelaksanaan administrasi layanan laboratorium untuk program pengabdian

kepada masyarakat;
pelaksanaan administasi koordinasi dengan laboratorium seluruh Undip;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT;

c.

e.

g. pelaksanaan ...
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pelaksanaan administrasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan;

pelaksanaan umsan kemmahtanggaan;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

g-

h.

1.

j-

BAB IX

KANTOR

Pasal 156

(1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hufuf d angka 4,

merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik yang menangani
urusan khusus, berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada
Rektor melalui Wakil-Rektor atau Direktur terkait.

(2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:

Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa;

b. Kantor Pengadaan Barang dan Jasa;
c. Kantor Kearsipan; dan
d. Kantor Kawasan Hutan DenganTujuan Khusus.

(3) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala

dan dapat dibantu seorang Wakil Kepala dan/atau seorang Supervisor Tata
Usaha. .

(4) Kepala dan Wakil Kepala Kantor dan/atau Supervisor Tata Usaha Kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan dlberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kesatu
Kantor Kearsipan

Pasal 157

Kantor Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf c

merupakan penunjang nonakademik yang membantu Wakil Rektor Sumber Daya

Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi dalam menangani urusan

khusus di bidang Kearsipan.

a.

Pasal 158

Kantor Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaah arsip statis dan

pengelolaan arsip inaktif serta pembinaan kearsipan di lingkungah Undip, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

^ Pasal 159 .
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kantor

Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
perencanaan dan koordinasi pengelolaan arsip Undip;

b. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan kantor kearsipan;

d. pelaksanaan transformasi kearsipan digital;
e. .penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Kantor

Kearsipan;
f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dil

dan .

fungSi-fungsi lain yang ditetapkan gleh Rektor.

a.

g-
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Pasal 160

stmktur Kantor Kearsipan terdiri atas
Kepala;

bv Sobbagian T^k Usaka; dan
Kelompok Jabatan Fungsipnal.

(2) Selain stmktur sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Rektor dapat
menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

a

c

Pasal 161

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) humf
berada di bawah dandipimpin oleh sebrang Supervisor yang

bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kearsipan.
(2) Supervisor Tata Usaha Kantor Kearsipan diangkat dan diberhentikan oleh

Rektor.

b,

Pasal 162

Subbagian Tata Usaha Kantor Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan umsan

layanan kearsipan Undip, ketatausahaan, dan kemmahtanggaan Kantor

Kearsipan, serta tugas-tUgas lain yang ditetapkan oleh Rektor. '

Pasal163

Dalam melaksanak^ tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .162, Subbagian

Tata Usaha Kantor Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pengelplaan arsip Undip;

b. pelaksanaan administrasi pembinaan kearsipan;
pelaksanaan administrasi transformasi kearsipan digital;

d. pelaksanaan umsan ketatausahaan;
pelaksanaan umsan I
pelaksahaan pelaporan dan eyaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

g. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Kantbr Kawasan Hutari pengan Tujuan Kh^

Pasal 164

Kantor Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 156 ayat (2) hum.f d yang selanjutnya disingkat K2HDTK merupakan unsur

penunjang akademik dan nonakadem|k yang membantu Wakil Rektor Riset,

Inovasi, Kerja Sama dan Komunikasi Aiblik yang menangani umsan khusus di

, bidang penanganan .Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Undip.

a.

e.

e

K2HDTK mempunyai tugas melaksanakan perencanaaii, pengembangan dan

pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Undip, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, K2HDTK

“ _ ■ L.fungsi: ^ ,
pelaksanaah perencanaan pengembangan kawasan hutan dengan tujuan

khusus Undip; |

a.

b. penyelenggaraan ...
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b. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik lerkait fungsi K2HDTK;

pelaksanaan pengembangan dan pengelblaan kawasan hutan dengan tujuan

khusus Undip;
d. pelaksanaan layanan pendidikan, ; penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

e. . pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
f. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

lainnya dan/atau uriit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

h. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan. oleh Rektor.

c.

g-

. Pasal 167

>

Struktur K2HDTK terdiri atas:

Kepala;
Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Selairi struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat
menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

a.

b.

c.

Pasal 168

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf
b, dipimpin dleh seorang Supervisor yang berada di /bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala K2HDTK.
(2j Supervisor Tata Usaha K2HDTK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 169

Subbagian Tata Usaha K2HDTK mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrdsi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan K2HDfK, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal l70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subbagian

Tata Usaha K2HDTK menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan administrasi pengembangan kawasan. hutan dengan tujuan

khusUs Undip;
pelaksanaan administrasi pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan

dengan tujuan khusus Undip;
pelaksanaan administrasi layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian

; masyarakat; ; - _
pelaksanaan urusan ketatausahaan;

e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

G.

d

f.

g-

BAB X 7

RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

• Pasal 171

(1) RSND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 5

merupakan unsur pehunj ang akademik dan nonal^demik serta pelaksanaan

Tri Dharma Perguruan Tinggi dan layanan kesehatan yang
kepada Rektor melalui Wakil Rektor Pefeneanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan

Kerum^tanggaan. , /
(2) RSND
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RSND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seoraag Direktur
Utama dibantu oleh Direktur.

Direktur Utama dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor.

(3)

ia

Pasal 172

RSND mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan rumah

sakit dalam bidang layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat dan layanan kesehatan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

ai

Dr

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, RSND

menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;

pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan;
pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
pelaksanaan pelayanan umum dan operasional;
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan pendapatan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi RSND;

pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

5,
a.

i
b.

c.

d.

e.
t

f.

g-

h.

1.i i'
i

j-

k.

Pasal 174

Ketentuan lebih lanjut mengenai RSND diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XI

DIREKTORAT

Pasal 175

(1) Direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan

unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis yang berada di bawah

Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.

(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Direktorat Akademik;

b. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;

c. Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan;
d. Direktorat Aset dan Perancangan;

e. Direktorat Sumber Daya Manusia;
f. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi;
g. Direktorat Hukum dan Organisasi;
h. Direktorat Iriovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama;

i. Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global; dan

Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik.

(3) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang

Direktur dan dibantu paling banyak 2 (dua) orang Wakil Direktur.

(4) Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor.

J-

Bagian
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Bagian Kesatu
Direktorat Akademik

I Pasal 176

Direktorat Akademik sebagmmana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf

a, merupakan unsur pengembangan ddn pelaksana tugas strategis serta

penunjang akademik dan nonakademik di bidang akademik.
Direktur Akademik bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor

Akademik dan Kemahasiswaan.

(3) Direktur Akademik dibantu oleh seorang Wakil Direktur.
(4) Direktur -dan Wakil Direktur pada Direktorat Akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

i Pasal 177

Direktorat Akademik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengembangan tugas strategis sebagai;penunjang akademik dan nonakademik

di bidang ^ademik, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat

Akademik imenyelenggarak^ fungsi:
pelaksanaan kebijakan strategis dan penyusuhan operasional Direktotat

Akademik; ^

b. pengbrganisasian dan penyusunan Rencana Keija Anggarmi Tahunan

(RKAT) Direktorat Akademik;
penyusunan dan pelaksanaan peraturan kebijakan di bidang Akademik;

d. perencanan, pelaksanaan dan pengembangan administrasi registrasi dan

mutasi mahasiswa;

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan administrasi pendidikan

dan pengajaran; < '
f. perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan administrasi pengelolaan

mata kuliah wajib nasional dan universitas;
pengelolaan kegiatan Merdeka Belajar atau kegiatan lain yang sejenis;

h. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan Upacara

Akademik;

i. perencanaan,
informasi/elektronik terkait fungsi Direktorat Akademik;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat

lainnya, UPT,-kantor dan/atau unit lain terkait;
penyelenggaraan dan monitoring kegiatan Direktorat Akademik secara ■

berkala;

1. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(1)

(2)

a.

c.

e.

g-

sistempengembangandanpelaksanaan’

J-

k.

m.

Pasal 179

dala:m Pasal 178,(Ij Dalam
struktur di bawah Direktorat Akademik terdiri atas:

a. Direktur;
b. Wakil Direktur;

c. Bagian Akademik; dan ’
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian - •
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(2) Bagian Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c dipimpin oleh

, seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Direktur Akademik.

(3) Manajer Akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 180

Bagian Akademik mefnpunyai tugas melaksanakan administrasi akademik dan

tugaa-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180,, Bagian

Akademik menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan administrasi registrasi dan mutasi mahasiswa;

b. pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran;
pelaksanaan administrasi pengelolaan mata kuliah wajib nasional dan

universitas serta kegiatan Merdeka Belajar;
d. pelaksanaan administrasi pengelolaan kegiatan Upacara Akademik;

pelaksanaan penyelenggairaan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

Bagian Akademik;
f. pelaksanaan pelapofan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

dan kerumahtanggaan Bagian Akademik; dan
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

I Pasal 182

(1) Struktur di bawah Bagian Akademik terdiri atas:
Subbagian Re^strasi dan Mutasi Mahasiswa;

b. Subbagian Pendidikan dan Pengajaran; dan
Subbagian Pengelolaan Mata Kuliah Wajib Nasional dan Universitas.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Akademik.
(3) Supervisor Subbagian Registrasi dan Mutasi Mahasiswa, Supervisor

Pendidikan dan Pengajaran, dan Supervisor Pengelolaan Mata Kuliah Wajib

Nasional dan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

f

a.

r

a.

;C

e,

g-

h.

a.

e.

Pasal 183

Mutasi Mahasiswa mempunyai tugas(1) Subbagian Registrasi
melaksanakan kegiatan registrasi dan mutasi mahasiswa, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Subbagian Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan

pelaksahaan administrasi pendidikan, pelaksanaan administrasi
pembelajaran, pelaksanaan,'administrasi upacara akademik, pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kemajuah studi mahasiswa, dan kegiatan akademik
lainnyaj serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(3)- Subbagian Pengelolaan Mata Kuliah Wajib Nasional dan Universitas

mempunyai tugas melaksahakan pelaksanaan administrasi pengelolaan mata
kuliah wajib nasional dan universitas, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan
oleh Rektor.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1),

Subbagian Registrasi dan Mutasi Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan urusan registrasi dan verifikasi mahasiswa baru dan urusan

Her-registrasi mahasiswa lama Program Sarjana, Program Sarjana Terapan,

Program Profesi, Program Magister, Program Dokter Spesialis dan Program

Doktor;

a.

b.penyusunan ...
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b. pen3rusunan ketentuan bidang akademik terkait mahasiswa barn rtielipixti:
Pengumuman Registrasi, Penyusunan Besaran Tarif Pemeriksaan
Kesehatan, Pengumuman pemeriksaan kesehatan,
fasilitas Kesehatan mahasiswa, kode Nomor Induk Mahasiswa;

c. pelayanan penerbitan Nomor Induk Mahasiswa Degree dan Non Degree

Pemindahan layanan

(Summer Course/ Short Course/ Students Exchange/ Fast Track/ PMDSU);
d. pelayanan helpdesk registrasi online mahasiswa barn secara online;
e. pelayanan validasi data seleksi mahasiswa baru dari pusat admisi;
f. pelayanan administrasi data akademik;
g. pelayanan cuti akademik . dan mutasi mahasiswa meliputi: undur diri,

pindah studi, hapus studi, meninggal, drop out;
h. pengelolaan dan persetujuan data keuangan pada aplikasi, SIMBIKU bagi

mahasiswa lama;

i. penyusunan dan pemutakhiran SOP dan proses bisnis akademik;
j. pen5nisunan dan penyesuaian peraturan akademik program sarjana;
k. penyusunan dan penyesuaian peraturan akademik program sarjana terapan;

penyusunan dan penyesuaian peraturan akademik program profesi;
m. penyusunan dan penyesuaian peraturan akademik program magister;
n. penyusunan dan penyesuaian peraturan akademik program dokter spesialis

dan sub-spesialis;

o. penyusunan dan penyesuaian peraturan akademik program doktor;
p. pelayanan perubahan data mahasiswa pada aplikasi SIAP dan PDDIKTI;
q. penyusunan dan penerbitan ketentuan tentang penyesuaian biaya

pendidikan bagi mahasiswa Double Degree/Join Degree/Students Exchange;
r. pelayanan pengurusan Kartu Tanda Mahasiswa baru/hilang/.rusak/pindah;
s. pengelolaan dan analisis data statistik mahasiswa setiap program studi;
t. penyusunan ketentuan terkait penaiiiaan program studi, gelar dan

sebutannya;

u. pelayanan unggah berita dan pemeliharaan website; dan

V. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2),
Subbagian Pendidikan dan Pengajaran menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan verifikasi data akademik mahasiswa pada PD DIKTI;
b. pelaksanaan sinkronisasi nama program studi di SIAP, RDDIKTI dan BAN

PT/LAM;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi data homebase dosen tiap program
studi;

d. pelaksanaan urusan administrasi kegiatan dan/atau upacara akademik
meliputi: upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, upacara
pengukuhan guru besar, upacara puma adi cendekia, upacara pengukuhan
doktor dan guru besar kehormatan, orasi ilmiah;

e. pelaksanaan pen3msunan pelaporan dan evaluasi kegiatan upacara

akademik; .

f. perencanaan, pemantauan, evaluasi data lulusan kepada seluruh

Fakultas/Sekolah;

g. pelaksanaan evaluasi terkait implementasi kurikulum program studi;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemajuan studi mahasiswa terkait

masa studi dan IPK;

1. pelaksanaan pelaporan data statistik kemajuan studi mahasiswa terkait inasa

studi dan IPK;

1.

h.

J-

-48-

m
TfW?



SI

j, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keberhasilan studi mahasiswa

berdasarkan jalur masuk;
k. pelaksanaan penyiapan sistem informasi pengukuran Capaian Pembelajaran

Mata Kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulnsan pada Kurikulnm QBE;

sistem informasi transparansi basil belajarpelaksanaan penyiapan1.

'mahasiswa;

. pelaksaan penjdapan sistem informasi pemantauan orang ^ tna terkait

kemajuan belajar mahasiswa;
pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran ketentuan terkait penerbitan

ijazah, transkrip akademik, d£in Surat Keterangan Pendamping Ijazah;

pelaksanaan layanan reservasi Nomor Ijazah Nasional;
pelaksanaan layanan reservasi Nomor Sertifikat Nasional;
pelaksanaan pengurusan peneetakan ijazah dan Surat Keterangan Pengganti

m

n.

0.

q*

pelaksaan penerbitan sertifikat PKKMB dan Pendikar;
administrasi kegiatan pembelajaran meliputi:

pembukaan periode pada aplikasi SIAP, Feeder Dikti dan PD DIKTI; dan

t, r fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 186

Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3),

Subbagian Pengelolaan Mata Kuliah Wajib Nasional dan Universitas

menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan inventarisasi mata kuliah wajib nasional dan universitas seluruh

Program Studi;
b. pelaksanaan administrasi akademik dan keuangan pengelolaan mata kuliah

wajib nasional dan universitas;
pelaksanaan penyeragaman dan pemutakhiran Rencana Pembelajaran
Semester (RPS) mata kuliah wajib nasional dan universitas;
pelaksanaan penyamaan persepsi pembelajaran dan evaluasi mata kuliah

wajib nasional dan universitas secara periodik;
e. pelaksanaan penyusunan kegiatan pengganti tugas akhir;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan mata kuliah wajib nasional

dan universitas;

pelaksanaan penyusunan dan pemutakhiran ketentuan terkait pelaksanaan

Merdeka Belajar dan proses konversi;
h. pelaksanaan layanan kegiatan Merdeka Belajar meliputi: Pertukaran

Mahasiswa Merdeka (Inbound dan Outbound), Kampus Mengajar, Pertukaran

Mahasiswa, KKN Tematik, Praktisi Mengajar, Magang Studi Independen

Bersertifikat, Penelitian, Kewirausahaan, dan Proyek Kemanusiaan;

pelaksanaan layanan pengurusan sertifikat kegiatan Merdeka Belajar;

pelaksanaan layanan administrasi keuangan dan pelaporan kegiatan merdeka

belajar;
k. pelaksanaan layanan dan pelaporan sertifikasi kompetensi internasional

mahasiswa;

1. pelaksanaan pendarripingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program

kompetisi kampus me|rdeka;
pelaksanaan layanan administrasi kegiatan magang diluar Merdeka Belajar;

pelaksaaaan layanan pendampingan capaian target indikator kinerja utama

bidang akademik;
0. pelaksanaan dan monitoring pencapaian indikator kinerja utama bidang

akademik;

p. pelaksanaan pengurusan ijin penelitian mahasiswa;
pelaksanaan layanan legalisasi sertifikat Toefl;

r.

urusans.

a.

c.

d.

g-

1.

J-

m.

n.

q-

r. pelaksanaan ...
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r. pelaksanaan layanan legalisasi sertifikat akreditasi institusi;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

t. . fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

s.

i Pasal 187

Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pas^

175 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas

strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di bidang pembinaan

prestasi mahasiswa, bisnis mahasiswa, dan pembinaan kemahasiswaan dan

alumni.

(2) Direktur Kemahasiswaan dan Alumni bertanggung jawab kepada Rektor
melalui Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni dibahtu oleh paling banyak 2 (dua)

orang Wakil Direktur.
(4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

Wakil Direktur Layanan Kemahasiswaan dan Alumni; dan
b. Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis Mahasiswa.

(5) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor.

(1)

(3)

a.

Pasal 188

Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan

perancangan, pengembangan dan pelaksanaan tugas strategis sebagai penunjang
akademik dan nonakademik di bidang prestasi dan bisnis mahasiswa, bidang

kemahasiswaan dan alumni, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Direktorat

Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:
a. perencanami, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan organisasi

kemahasiswaan;

b. perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan Prestasi Minat

Penalaran;

c. perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan prestasi dan

bisnis mahasiswa;

d. perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan: Prestasi dan

Layanan Pertunjukan Seni dan Budaya
pengembangan. dan pembinaanpelaksanaan.e. perencanaan,

Prestasi/Layanan Fasilitas Olahraga
f, perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan Minat dan

Penalaran Informasi Mahasiswa

perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan Karier dan

Layanan Alumni;
h. perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan Kesejahteraan

Mahasiswa;

i. perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, pembinaan, konsultasi, fasilitas

Disabilitas, Penegakan Etika dan Disiplin Mahasiswa
j. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;

g-

k. perencanaan ...
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perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan peningkatan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik

penyandang disabilitas;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan akomodasi yang layak bagi

k.

1.

pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
pelaksanaan kerja^sama dan/atau pemberian duknngan administrasi sesuai

dengan tngas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat lainnya, UPT,

kantor dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditet^pkan oleh Rektor.

m.

n.

0.

Pasal 190

(1) Dalam; menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189,

struktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, terdiri atas:

a. Direktur;

b. Wakil Direktur;

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa;

UPT Layanan Seni, Budaya dan Olahraga;
f. UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Etika dan Disiplin

Mahasiswa; dan

g. ( Kelompok Jabatari Fungsional.
(2) Bagiari Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf :c dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada

Direktur Kemahasiswaan dan Alumni.
Kantor Prestasi dan Fasilitasi Binis Mahasiswa dimaksud pada ayat (1) huruf

d dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur

Kemahasiswaan dan Alumni.

(4) UPT layanan Seni, Budaya dan Olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf e

dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur

Kemahasiswaan dan Alumni.

(5) UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas,
Mahasiswa dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala yang

bertanggung jawab kepada pirektur Kemahasiswaan dan Alumni.

(6) Manajer Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Kantor Prestasi dan Fasilitasi

Binis Mahasiswa, Kepala UPT layanan Seni, Budaya dan Olahraga, dan

Kepala UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Etika dan Disiplin

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ^yat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

c.

d.

e.

(3)

Penegakan Etika dan Disiplin

Bagian Keinah^siswaan dan Alumni

Pasal 191

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan administrasi

penalaran keilmuan malt^si®wa, pengembangan kemampuan mahasiswa,

layanan fasilitas dan informasi kemahasiswaan, pembinaan karakter mahasiswa,

pendataan dan pelaporan prestasi mahasiswa, administrasi kesejahteraan

mahasiswa, administrasi kepedulian sosial mahasiswa, dan administrasi

pembinaan mahasiswa, administrasi layanan alumni serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.

minat,

Pasal 192 ...
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Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Bagiari
Kemahasiswaan dan Alumni menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi nriiiat;
b. pelaksanaan administrasi penalaran keilmuan mahasiswa;
c. pelaksanaan administrasi informasi mahasiswa;
d. pelaksanaan administrasi layanan fasilitas dan informasi kemahasiswaan;

e. pelaksanaan pembinaan karakter mahasiswa;
f. pelaksanaan administrasi kesejahteraan mahasiswa;

pelaksanaan administrasi kepedulian sosial mahasiswa;
h. pelaksanaan administrasi pembinaan karier mahasiswa;
i. pelaksanaan administrasi layanan alumni;
j. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik tisrkait fungsi

Bagian Kemahasiswaan;
k. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
h pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan Bagian Kemahasiswaan; dan
m. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

- g-

Pasal 193

(1) Stmktur di bawah Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, terdiri atas:

a. Subbagian Pengerribangan Minat, Penalaran, dan Informasi Mahasiswa;

b. Subbagian karier Mahasiswa dan Layanan Alumni; dan
-c. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Supervisor
yang bertanggungj awab kepada Manajer Kemahasiswaan dan Alumni.

(3) Supeiyisor Pengembangan Minat, Penalaran, dan Informasi Mahasiswa,

Supervisor Karier Mahasiswa dan Layanan Alumni, dan Supervisor
Kesejahteraan Mahasiswa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 194

(1) Subbagian Pengembangan Minat, Penalaran dan Informasi Mahasiswa

mempunyai tugas melaksanakan administrasi minat, administrasi penalaran
keilmuan, dan layanan informasi mahasiswa, serta tugas-tugas lain yang
ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Karier Mahasiswa dan Layanan Alumni mempunyai tugas

melaksanakan administrasi layanan pengembangah karier ma;hasiswa dan

hubungan alumni, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa mempunyui tugas melaksanakan

administrasi layanan kesejahteraan mahasiswa, serta tugas-tugas lain yang;
ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 195

Dalam melaksahakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1)
Subbagian Pengembangan Minat, Penalaran dan Informasi Mahasiswa

menyelenggarakan fungsi:
a. pemberian layanan fasilitasi kegiatan minat dan penalaran
b. pelaksanaan fasilitasi organisasi kernahasiswaan;
c. pemberian pengelolaan anggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan;

d. pemberiaari layanan penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa;

e. Penyelenggaraan kegiatan Orientasi Diponegoro Muda;
f. pengelolaan fasilitas sararia prasarana Ormawa (UKM, BEM, SENAT)

g. pengelolaan kepengurusan Ormawa (UKM, BEM, SENAT);
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i

pengelolaan pendanaan Ormawa (UKM, BEM, SENAT);
penyelenggaraan Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa tingkat

Menengah (LKMM TM);

pelaksanaan kegiatan peningkatan Jumlah proposal program kompetisi

pendanaan bidang pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari alokasi

yang diberikan Dikti/Pendanaan lainnya;
pengiriman delegasi/fasilitasi dalam kegiatan kompetisi

h.

1.

5|
= 1

k..

mahasiswa;

peiaksanaan layanan konseling pelaksanaan kegiatan Ormawa (UKM, BEM

SENAT);

layanan

https: / / bak. undip .acid;

peiaksanaan pelaporan sistem
(Simkatmawa);

pelaksanaan pelaporan prestasi/pemeringkatan Mahasiswa (Simkatmawa);

pelaksanaan pelaporan sertifikat kompetensi mahasiswa (SIMKATMAWA);

pelaksanaan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa;
Pengelglaan aplikasi prestasi;

pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

bidang Kemahasiswaan;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

1.

Bagian Kemahasiswaanwebsitem.

pengelolaan bidang kemahasiswaann.

0.

P-

q-

r.

s.

t.

u.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2)

Subbagian Karier Mahasiswa dan Layanan Alumni menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan Program Mahasiswa Wirausaha Undip;
peiatihan dalam rangka pengembangan karier mahasiswa;
pengelolaan layanan dan hubungan alumni;
pengelolaan layanan tracer study dan tracer alumni;
pengelolaan data lulusan yang memperoleh berwirausaha dalam waktu 12

(duabelas) bulan setelah kelulusan (Tracer Study);
pengelolaan data lulusan yang melanjutkan studi dalam waktu 12 (duabelas)

bulan setelah kelulusan (Tracer Study);

pelaksanaan layanan jejaring alumni;
layanan administrasi kegiatan pengembangan karier mahasiswa (job seeker);

layanan administrasi kegiatan pengembangan karier mahasiswa (job creator);

pengelolaan campuss hiring/ karier ekspo; • ‘
pelaksanaan pembekalan karier mahasisvi^a tingkat akhir/calon wisudawan;

pelaksanaan layanan soft skil mahasiswa;
pengelolaan Pusat Karier (kesiapan lulusan memasuki dunia kerja)

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3)

Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan layanan administrasi kesejahteraan mahasiswa;
pelaksanaan seleksi beasiswa;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g«

h.

1.

J-

k.

1.

m.

n.

0.

a.

b.
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemajuan studi mahasiswa

penerima beasiswa;

pelaksanaan penagihan dan distribusi beasiswa;
pelaksanaan layanan peluang pendanaan tugas akhir bagi mahasiswa

semester akhir; | I
pelaksanaan layanan peluang beasiswa studi lanjut bagi mahasiswa semester |
akhir;. ^ |

pelaksanaan pemberian kepedulian/bantuan sosial mahasiswa;
pendampingan pagU5aiban mahasiswa penerima beasiswa;

pelaksanaan pengadaan atribut terstandar dan pendistribusian ke

mahasiswa;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

J-

k.

Paragraf:2
Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa

Pasal 198

Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalarn '

Pasal 190 ayat (1) huruf d merupakan unsur penunjang nonakademik yang
menangani urusan khusus di bidang prestasi dan fasilitasi bisnis mahasiswa.

Pasal 199

Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan dan
pengelolaan prestasi dan fasilitasi bisnis mahasiswa, serta tugas-tugas lain yang
ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Karitor

Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa menyelenggarakan fungsi: ^
a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prestasi mahasiswa;

b. pelaksanaan kegiatan lomba/pertandingan mahasiswa;
c. pelaksanaan pembinaan bisnis mahasiswa;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi prestasi dan bisnis mahasiswa;

e. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

lainnya dan/atau unit lain terkait;
f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

g. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

! Pasal 201

Struktur Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis Mahasiswa, terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Prestasi Mahasiswa;
c. Subbagian Fasilitasi Bisnis Mahasiswa; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

(1)

Rektor dapat(2)
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i-

I

’ I- Pasal 202

Subbagian Prestasi Mahasiswa dan Subbagian Fasilitasi Bisnis Mahasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf b dan humf c,

dipimpin oleh seorang Supervisor yang berada di bawah ^ dan
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Prestasi dan Fasilitasi Bisnis

Mahasiswa.

Supervisor Prestasi Mahasiswa dan Supervisor Fasilitasi Bisnis Mahasiswa

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(1)

(2)

Pasal 203

Subbagian Prestasi Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan urusan

administrasi, ketatausahaan, keruinahtanggaan dan pelaksanaan kegiatan

dan pengembangan Prestasi Mahasiswa, serta tugas-tugas lain

I
(1)

perencanaan

yang ditetapkan oleh Rektor.
Supervisor Fasilitasi Bisnis Mahasiswa mempunyai tugas melaksanakan

urusan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta

pelaksanaan kegiatan fasilitasi bisnis mahasiswa, serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.

(2)I

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1),

Subbagian Prestasi Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prestasi mahasiswa,
pelaksanaan kegiatan lomba/pertandingan mahasiswa;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi prestasi mahasiswa;
pengelolaan dan fasilitasi mahasiswa jalur SBUB Bidang Minat Penalaran,

pelaksanaan layanan administrasi minat, penalaran, dan prestasi

kemahasiswaan;

pelaksanaan kegiatan peningkatan Jumlah proposal program kompetisi

pendanaan bidang minat/penalaran yang didanai dari alokasi yang diberikan

Dikti/Pendanaan lainnya;
pelaksanaan layanan kegiatan mahasiswa dalam kompetisi bidang riset dan

inovasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan non pemerintah,

delegasi/fasilitasi dalam kegiatan kompetisi

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

Pelaksanaan pengirimanh.

mahasiswa:

pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan, dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

1.

J-

k.

1.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (2),

Subbagian Fasilitasi Bisnis Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan perencanaan dan pengembangan bisnis mahasiswa,
pelaksanaan kegiatan fasilitasi bisnis mahasiswa;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi bisnis mahasiswa;
layanan administrasi kegiatan pengembangan karier mahasiswa (job creator);

pengelolaan program mahasiswa wiransaha sumber dana Undip,

pelaksanaan layanan kegiatan peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan

Lulusan menjadi wiraswasta;

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.pelaksanaan ...
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pelaksanaan kegiatan peningkatan Jumlah proposal program kompetisi ^

pendanaan bidang kewirausahaan yang didanai dari alokasi yang diberikan

Dikti/Pendanaan lainnya; , i

pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

k. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

g-

h.

1.

J-

Paragraf 3
Unit Pelaksana: Teknis Layanan Seni, Budayai dan Olahraga

Pasal 206

UPT Layanan Seni, Budaya dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190

ayat (1) huruf e merupakan unsur penunjang akademik dan nonakademik yang
membantu tugas dan fuhgsi Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan di bidang
urusan teknis layanan seni, budaya dan olahraga.

Pasal 207 |
Unit Pelaksana Teknis Layanan Pertunjukan Seni, Budaya dan Olah Raga ;
mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan,
dan layanan pertunjukan Seni, Budaya dan Olah Raga, serta tugas-tugas lain yang
ditetapkan oleh Rektor. i

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, UPT

Layanan Seni, Budaya dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan, . pengembangan, dan layanan teknis pertunjukan

Seni, Budaya dan Olah Raga;
b. pelaksanaan kegiatan layanan teknis pertunjukan Seni, Budaya dan Olah

Raga; i

Co pelaksanaan layanan teknis pertunjukan Seni, Budaya dan Oleih Raga; ;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pertunjukan Seni, Budaya dan

Olah Raga;
e. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

lainnya dan/atau unit lain terkait;
f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan' oleh^ Rektor.g-

Pasal 209

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208,

struktur UPT Layanan Serii, Budaya daii Olahraga, terdiri atas:

a. Kepala; *

b . Subbagian Layanan Pertunjukan Seni dan Budaya!;
c. Subbagian Layanan Olah Raga; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

(1)

(2) Rektor dapat

■ Pasal 210 i

Subbagian Layanan Pertunjukan Seni dan Budaya, dan Subbagian Layanan
Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan huruf :
c, dipimpin oleh seorang Supervisor yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala UPT Layanan Seni, Budaya dan Olahraga.

(1)

(2) Supervisor ..,
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il

(2) Supervisor Layanan Pertunjukan Seiii dan BUdaya dan Supervisor Layman
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor.

1

Pasal211

(1) Subbagian Layanan Pertunjukan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud

Pasal 210 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pertunjukan/perlombaan
dan budaya, dan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada

Subbagiannya, serta tugas-tugas laih yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Layanan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 210 ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi perencanaan,
pengembangan dan pelaksanaan • ^ ^

seni

)

ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada
r

olahraga, dan
Subbagiannya, serta tugas-tugas lain yang,ditetapkan oleh Rektor.

urusan

..1 Pasal 212

Dalam mel^sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1),

Subbagian Layanan Pertunjukan Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi:^
pelaksanaan perencanaan dan pengembangan layanan pertunjukan seni dan

budaya;
pelaksanaan kegiatan layanan pertunjukan seni dan budaya;
pelaksana.an monitoring dan evaluasi pertunjukan seni dan budaya;

pengelolaan dan fasilitas .mahasiswa jalur , SBUB bidang prestasi seni dan

a.

b

c

d

budaya;

pelakstoaan layanan kegiatan mahasiswa dalam kompetisi bidang seni dan

budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan non pemerintah;

delegasi/fasiiitasi dalam kegiatan kompetisi

e

t pengiriman

rhahasiswa;

pelaksanaan urusan kbtatausahaan. Subbagian;
urusan

g-

h.

i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.!•

Pasal 213

Dalam melaksanakah tugas sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2),

Subbagian Layanan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan layanan olah raga;

pelaksanaan kegiatan layanan olah ra.ga;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan olah raga;

d. Pengelolaan dan fasilitasi mahasiswa jalur SBUB Bidang Olah Raga

pelaksanaan layanan kegiatan mahasiswa dalam kompetisi bidang olah raga

yang diselenggarakan oleh pemerintah dan non pemerintah;
f. Pelaksanaan pengiriman

b.

c.

e-

delegasi/fasiiitasi dalam kegiatan kompetisi
mahasiswa;

g. pelaksanaan nrusan ketatausahaan Subbagian;
h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Subbagian;
i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

j. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.
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Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan

Etika Mahasiswa

Pasal 214

UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) huruf f merupakan
penunjang akademik dan nonakademik yang membantu tugas dan fungsi Wakil
Rektor Akademik dan Kemahasiswaan di bidang teknis layanan konsultasi,
disabilitas, penegakan disiplin dan etika mahasiswa.

unsur

Pasal 215

UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa

mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan layanan
konsultasi, disabilitas, penegakan disiplin dan etika mahasiswa, serta tugas-tugas
lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, UPT

Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan, pengembangan, dan layanan konsultasi, disabilitas,
penegakan etika dan disiplin mahasiswa;
pelaksanaan kegiatan layanan konsultasi mahasiswa;

c. pelaksanaan kegiatan layanan disabilitas;
pelaksanaan kegiatan penegakan etika dan disiplin mahasiswa;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan konsultasi,
disabilitas, penegakan etika dan disiplin mahasiswa;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat,
UPT, kantor lainnya dan/atau unit lain terkait;

g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
h. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

b.

d.

f.

Pasal 217

(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216,
struktur UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika
Mahasiswa, terdiri atas:

a, Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat
menambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 218

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, dipimpin oleh
seorang Supervisor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
UPT Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa.

Pasal 219

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 mempunyai tugas
melaksanakan layanan urusan administrasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan
dan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan Layanan konsultasi,
disabilitas, pendidikan karakter, penegakan etika dan disiplin mahasiswa, serta
tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 220...
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Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subbagian

Tata Usaha UPT .Layanan Konsultasi, Disabilitas, Penegakan Disiplin dan Etika

Mahasiswa menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan layanan

mahasiswa;

pelaksanaan perencanaan dan pengembangan layanan disabilitas;
c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan layanan penegakan etika dan

disiplin mahasiswa;
pelaksanaan kegiatan layanan konsultasi, disabilitas, penegakan etika dan
disiplin mahasiswa;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan konsultasi, disabilitas,

penegakan etika dan disiplin mahasiswa;
f. pelaksanaan layanan kegiatan pendidikan karakter mahasiswa baru;

pelaksanaan layanan konseling mahasiswa (BKM/F/S);
h. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan radikalisme, intoleransi, pencegahan

penggunaan obat terlarang, dan penyalahgunaan media sosial;

Pencegahan penanganan kekerasan seksual;
j . Layanan fasilitas disabilitas mahasiswa;
k. pelaksgmaan urusan ketatausahaan UPT;
1. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPT;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan

Pasal 221

(1) Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 175 ayat (2) huruf c merupakan Unsur pengembang dan

pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik di

bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan.
(2) Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada
Rektor melalui Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan

Kerumahtanggaan.

(3) Direktur Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan dapat dibantu oleh Wakil

Direktur.

(4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 2 (dua)

orang terdiri atas:,
a. Wakil Direktur Keuangan; dan
b. Wakil Direktur Akuntansi dan Perpajakan.

(5) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan

Perpajakan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

konsultasi

a

b.
r

I

d.

a

1

g-3

1.

L

m.

n.

Pasal 222

Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan mempunyai tugas melakukan

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan dan kegiatan di bidang

keuangan, akuntansi dan perpajakan, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

Pasal 223 ...
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; ! Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat

Keuarigan, Akuntansi dan.Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

perencanaan, pengembangan dan pelaksdnaan layanan perbendaharaan ;

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan keuangan;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan akuntansi;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan perpajakan;
perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian penyusunan

laporan keuangan dan akuntansi;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Direktorat

Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat lainnya,

kantor dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi'atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

Pasal 224

(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223,

struktur Direktorat Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan, terdiri atas:

a. Direkur;

b. Wakil Direktur;

Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional. ^

(2) Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Mahajer yang bertanggung jawab
kepada Direktur Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan.

(3j Manajer Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan, diangkat dan diberhentikan

oleh Rektor. ; i ; :

c.

Pasal 225

Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

224 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, perbendaharaan,
perpajakan dan akuntansi.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian
Keuangan,: Akuntansi dan Perpajakan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perbendaharaan;
b. pelaksanaan urusan penerimaan sumber dana;
c. pelaksanaan urusan pembiayaan;
d. pelaksanaan urusan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

e. pelaksanaan urusan perpajakan;
f. pelaksanaan urusan akuntansi;
g. pelaksanaan pencatatan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
h. pengkoordinasian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
i. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi

Bagian Keuangan, akuntansi dan perpajakan; i
j. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
k. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

’

Pasal 227 ...
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Pasal 227

(1) Struktur di bawah Bagian Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan terdiri atas:

Subbagian Verifikasi dan Pengelolaan Pendapatan;
Subbagian Pembayaran Gaji;

c. Subbagian Perpajakan dan Treasury; dan
d. Subbagian Akuntansi.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpiri oleh seorang

Supervisor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Manajer

Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan.
(3) Supervisor Verifikasi dan Pengelolaan Pendapatan, Supervisor Pembayaran

Gaji, Supervisor Perpajakan dan Treasury, dan Supervisor Akuntansi diangkat

dan diberhentikan oleh Rektor.

a.

b.

Pasal 228

(1) Subbagian Verifikasi dan Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas

melaksanakan urusan perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan

pembinaan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pelaksanaankas,

anggaran serta Surat Perintah Membayar (SPM), serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.
(2) Subbagian Pembayaran Gaji mempunyai tugas melaksanakan urusan

persetujuan atas verifikasi SPM, pengelolaan: verifikasi pencairan dana,

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengelolaan transaksi

penerimaan, pengelolaan retur, laporan kuasa bendahara umum, realisasi,

dan saldo rekening, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Supervisor Perpajakan dan Treasury mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemungutan pajak, pencatatan pajak, pembukuan pajak, pelaporan pajak,

monitoring dan evaluasi pajak, dan pengelolaan pajak, serta tugas-tugas lain

yang ditetapkan oleh Rektor.,
,(4) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi,

pencatatan, pembukuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

kegiatan, pen3rusunan : laporan keuangan, dan koordinasi tindak lanjut

temuan pemeriksaan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 229;

(1) Dalami melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1)

Subbagian Verifikasi dan Pengelolaan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
__ _ > ; ‘

pembinaan perbendaharaan;
d. pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan SPM;

e. pela;ksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan : :

f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh: Rektor.
.(2) Dalam; melaksanakan tugas jsebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2)

Subbagim Pembayaran G
pelaksanaan urusm persetujuan atas hasil verifikasi SPM;

b. pengelolaan verifikasi pencairan dana, penerbitan SP2D;

pengelolaan transaksi penerimaan; :
d. pengelolaan pengembalian dana;;
e. laporan kuasa bendahara umum, realisasi, dan saldo rekening;

f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

b.

e.

a.

c.

§•

(3) Dalam ...
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3)

Subbagian Perpajakan dan Treasury menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemungutan pajak;
b. pelaksanaan pencatatan pajak;
c. pelaksanaan pembukuan pajak;
d. pelaksanaan pelaporan pajak;
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak;
f. pelaksanaan pengelolaan pajak;
g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

h. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4)

Subbagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan;
b. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut temuan pemeriksaan;
c. penyusunan laporan keuangan;
d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

e. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat
Direktorat Aset dan Perancangan

Pasal 230

(1) Direktorat Aset dan Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175

ayat (2) huruf d, merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis

serta penunjang akademik dan nonakademik di bidang aset, logistik, dan

pengadaan barang dan jasa.
(2) Direktorat Aset dan Perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor dan
pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset,

Bisnis dan Kerumahtanggaan.

(3) Direktur Aset dan Perancangan dibantu oleh seorang Wakil Direktur.

(4) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Aset dan Perancangan
dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 231

Direktorat Aset dan Perancangan mempunyai tugas melaksanakan perancangah

dan pelaksanaan pengembangan program strategis universitas di bidang aset dan

logistik serta perancangan pengembangan kampus, serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat

Aset dan Perancangan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perancangan aset dan perancangan pengembangan

kampus;

b. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem logistik;

c. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengadaan dan

pengelolaan aset dan logistik;
d. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Direktorat

Aset dan Perancangan;

pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi

sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat

lainnya, UPT, kantor dan/atau unit lain terkait;

e.

f.pelaksanaan ...
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f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatsn ynng dilaksanakan,
dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 233

§•

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232,

struktur Direktorat Aset dan Perancangan terdiri atas;
(1)

Direktur;

b. Wakil Direktur;

Bagian Aset dan Logistik;
d. Kantor Pengadaan Barang dan Jasa; dan

Kelompok Jabatan Fungsional^
Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang

Manajer yang bertanggung jawab kepada Direktur Aset dan Perancangan.

Kantor Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada

Direktur Aset dan Perancangan.

Manajer Aset dan Logistik, dan Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa,

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

a.

c.

e.

(3)

(4)

Pasal 234

Bagian Aset dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) huruf c

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan barang/jasa,

penyimpanan dan pendistribusian, inventarisasi aset, penghapusan aset, dan

penatausahaan aset, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 Bagian Aset

dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan perencanaan barang/jasa;
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian barang;

a.

b.

c.

pelaksanaan inventarisasi aset;d.

pelaksanaan penghapusan aset;
pelaksanaan penatausahaan aset Barang Milik Negara (BMN) dan Barang

Milik Undip (BMU); . ■ r ■
pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi/ elektronik terkait fungsi

Bagian Aset dan Logistik;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan, dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

e.

f.

§•

h.

1.

Pasal 236

Struktur di bawah Bagian Aset dan Logistik terdiri atas:

Subbagian Perancangan dan Pengadaan; dan
Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset.

Subbagian sebagaimana dirpaksud pada ayat (1) dipimpin seorang

Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Aset dan Logistik.

Supervisor Perancangan dan Pengadaan, dan Supervisor Inventarisasi dan

Penghapusan Aset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(1)
a.

b.

(2)

(3)

Pasal 237...
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Pasal 237

(1) Subbagian Perancangan dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan pengadaan barang dan jasai, melaksanakan pengadaan barang
dan jasa, melakukan penyimpanan dan distribusi barang, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset mempunyai tugas

melaksanakan penataausahaan aset BMN dan BMU, serta menyiapkan data
dukung untuk penyusundn Lapbran KeUangan, serta tugas-tugas lain yang
ditetapkan oleh Rektor.

i ! Pasal 238

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1)
Subbagian Perancangan dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaanurusan perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa;

pelaksanaan urusan penyimpanan dkn distribusi barang;
d. pelaksanaan pemeliharaaan dan ; perawatan Gedung/bangunan,,

peralatan perkantoran, kendaraan dinas dan sarana prasarana lainnya;
e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (2)

Subbagian Inventarisasi dan Penghapusan Aset menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan penatausahaan' BMU dan BMN;

b. pelaksanaan urusan pemindahtanganan, pemusnahan, dan

penghapusan BMU;

c. pelaksanaan urusan pelayanan atas pemanfaatan BMU nonkomersial;

d. pen3dapan data pendukung untuk penyusunan Laporan Keuangan setiap
periode pelaporan;

e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

c.

I ; Pasal 239:

Kantor Pengadaan Barang: dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat
(1) huruf d merupakan unsur penunjang hbnakademik yang membantu Wakil

Rektor Perencanaan, Keuangan, Aset, Bisnis dan Kerumahtanggaan melalui

Direktur Aset dan Perancangan dalam menangani urusan khusus di bidang
Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 240

Kantor Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas. melaksanakan layanan
pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pendampingan,
konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, serta kegiatan
dibidang pelatihan pengadaan barang dan jasa baik untuk internal nraupun
eksternal, serta tugas-tugas lain: yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Kantor

Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pengadaan barang/jasa di Undip;"
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau/bimbingan teknis;

d.pelayanan ...
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d. pelayanan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi di

bidang pengadaan barang/jasa baik untuk internal maupun eksternal;

e., penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Kantor

Pengadaan Barang dan Jasa;
f. pelak^anaan pelappran dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 242

(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241,

struktur Kantor Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Selain struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat

rnenambahkan jabatan Wakil Kepala dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 243

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) huruf

b, dipimpin oleh seorang Supervisor yang berada di bawah dan

bertang^ngjawab kepada Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Supervisor Tata Usaha Kantor Pengadaan Barang dan Jasa diangkat dan

diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 244

Subbagian Tata Usaha Kantor Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas

melaksanakan layanan administrasij ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Kantor Pengadaan Barang dan Jasa, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subbagian

Tata Usaha Kantor Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

pelaksanami administrasi pengelolaan pengadaan barang/jasa di Undip;

pelaksanaan administrasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pelaksanaan administrasi pendampingan, konsultasi, dan atau/bimbingan

teknis;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
f. pelayanan administrasi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau

konsultasi di bidang pengadaan barang/jasa baik untuk internal maupun

eksternal;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Direktorat Sumber Daya Manusia

Pasal 246

Direktorat Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175

ayat (2) huruf e, yang selanjutnya disebut Direktorat SDM merupakan unsur

pengembang dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan

nonakademik di bidang pengadaan, pengelolaan dan pengembangan sumber

daya manusia.

a.

b.

g-

h.

(1)

(2) Direktur ...
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(2) Direktur Sumber Daya Manusia bertanggung jawab kepada Rektor melalui
WakiL, Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi,; Hukum dari

Organisasi. •
(3) Direktur Sumber Daya Manusia dibantu oleh paling banyak 2 (duaj orang

Wakil Direktur. i , .

(4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Wakil Direktur Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia; dan

b. Wakil Direktur Evaluasi dan Pengernbangan Karier.
(5) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat SDM sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 247

Direktorat^SDM mempunyai tugaS merumuskan dan menyelenggarakan program

kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang sumber daya manusia
menyelenggarakan pelayanan prima dalam bidang sumber daya manusia sesuai
dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi. yang baik, dan mengevaluasi dan
melaporkah: kinerja hasil program kerja dalam (bidang sumber daya manusia, serta
tugas-tUgas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

> .

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat

SDM menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan layanan sub bidang Sumber daya

manusia;

b. perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia;
c. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sistem pengembangah sumber daya

manusia;

d. pengelolaan pengernbangan karier sesuai dengan kompetensi dan talenta

pegawai.

e. pelaksanaan pengangkatan, mutasi, promosi dan pemberhentian
kepegawaian; . ^

f. pengernbangan sistem peniiaian kinerja sumber daya manusia;

g. pembinaan, pemberian penghargaan dan'.sanksi;
h. pengernbangan budaya organisasi;
i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja sUb

bidang sumber daya manusia;
j. pelaksanaan ketatausahaan Direktorat SDM;

k. pelaksanaan koordinasi dengan unit sumber daya manusia Kementerian dan

, pihak lainnya; dan r
1. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 249

struktur di bawah Direktorat SDM terdiri atas:

Direktur;

b. Wakil Direktur; .

c. Bagian. Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Mahusia;
d. Bagian Evaluasi dan Pengernbangan Karier; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) .huruf c dan huruf d dipimpin
oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya
Manusia. . '

a.

(3)Manajer ...
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(3) Manajer Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia, dan Manajer

Evaluasi dan Pengembangan Karier diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 250

Bagian Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 249 :ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan

penyusnnan program kerja, pelaksanaan pelayanan kepegawaian serta

melaksanakan pelaporan kinerja bidang sumber daya manusia, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Bagian

Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan administrasi perencanaan, tata kelola, dan layanan

kepegawaian;
b. pengumpulan dan pengelolaan data serta layanan administrasi kepegawaian;

pelaksanaan administrasi tenaga dosen dan tenaga kependidikan;
d. pelaksanaan layanan informasi terkait fungsi Direktorat SDM;

e. pelaksanaan ketatausahaan kepegawaian;
f. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan peraturan dan produk hukum

bidang SDM;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

h. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan

kerumahtanggaan Bagian Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia;
dan

Fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

c.

g-

1.

Pasal 252

(1) Struktur di bawah Bagian Perencanaan dan Layanan Sumber Daya Manusia
terdiri atas: , •

a. Subbagian Layanan Administrasi Kepegawaian; dan
Subbagian Perencanaan dan Layanan Informasi Kepegawaian.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang

Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Perencanaan dan

Layanan Sumber Daya Manusia.
(3) Supervisor Layanan Administrasi Kepegawaian, dan Supervisor Perencanaan

dan Layanan Informasi Kepegawaian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 253

(1) Subbagian Layanan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan urusan administrasi terkait kepegawaian, ketatalaksanaan,

persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan Direktorat Sumber Daya

Manusia, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Perencanaan dan Layanan Informasi Kepegawaian mempunyai

tugas melaksanakan prusan perencanaan, dan pengelolaan sistem informasi

SDM, pemanfaatan teknologi dalam, pengelolaan data SDM, dan digitalisasi

proses SDM, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

b.

Pasal 254 ...
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Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1)
Subbagian Layanan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi
administrasi:

a. pelaksanaan urusan arsip kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian pegawai dengan tugas

tambahan;

c. pengurusan administrasi kepegawaian pegawai tetap undip dan pegawai tidak
tetap undip;

d. pengurusan administrasi kepegawaian lain;
e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;dan

f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (2)
Subbagian Perencanaan dan Layanan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi administrasi:

a. perencanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pegawai;
b. pelayanan informasi administrasi kepegawaian;
c. pengelolaan data pegawai;
d. pelaksanaan diseminasi informasi SDM;
e. pelaksanaan keamanan data SDM;
f. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas

dilaksanakan; dan

g. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 256

Bagian Evaluasi dan Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal

249 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi

persuratan, kerumahtanggaan, penyusunan program pengembangan karier,
kompetensi dan pelaksanaan evaluasi kinerja serta layanan kesejahteraan, serta
tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256^ Bagian
Evaluasi dan Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai;
b. pelaksanaan administrasi pen3msunan program dan kegiatan

pengembangan kompetensi;
c. pelaksanaan administrasi penyusunan program dan kegiatan

pengembangan karier;
d. pengumpulan dan pengelolaan data serta layanan informasi

pengembangan karier;
e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
f. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

dan kerumahtanggaan Bagian Evaluasi dan Pengembangan Karier; dan

g. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 258

(1) Struktur di bawah Bagian Evaluasi dan Pengembangan Karier terdiri atas:

a. Subbagian Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan;
b. Subbagian Pengembangan Kompetensi; dan
c. Subbagian Pengembangan Karier.

(2) Subbagian . . .
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(2) Subbagian pada Bagian Evaluasi dan Pengembangan Karier dipimpin oleh

Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Evaluasi dan

Pengembangan Karier.

(3) Supervisor Evaluasi Kinerja dan Kesejabteraan, Supervisor Pengembangan

Konapetensi dan Supervisor Pengembangan Karier diangkat dan diberhentikan

bloh Rektor. .

Pasal 259

(1) Subbagian Evaluasi Kineija dan Kesejahteraan mempunyai tugas

melaksanakan urusan evaluasi pegawai meliputi: kompetensi, kinerja,

kedisiplinan dan kode etik, serta melaksanakan program-program
kesejahteraan pegawai, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan

administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembanganurusan

kompetensi pegawai, pengumpulan dan pengolahan data layanan pendidikan

dan pelatihan pegawai, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(3) Subbagian Pengembangan Karier mempunyai tugas melaksanakan urusan

perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen dan mutasi pegawai, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1),

Subbagian Evaluasi Kineija dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai;
b. penegakkan etika dan disiplin pegawai;

pelaksanaan kesejahteraan, penghargaan dan tunjangan pegawai;

pelaksanaan pemberhentian pegawai;
peiaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

: ■ dan ■

f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2),

Subbagian Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

a. pengembangan kompetensi pegawai;
b. pengelolaan rencana strategi. pengembangan SDM;
c. kajian pengembangan kompetensi SDM;
d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas

dilaksanakan;dan

e. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

e.

yang

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (3),

Subbagian Pengembangan Karier menyelenggarakan fungsi:
perencanaan pegawai;

b. pelaksanaan rekrutmen pegawai;
e. pelaksanaan mutasi pegawai;

proses administrasi penilaian angka kredit jabatan

a.

fungsional;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi
dilaksanakan; dan

;f. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

atas kegiatan yange.

Bagian Keenain...
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Bagian Keenam

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi;

Pasal 263

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 175 ayat (2) huruf f merupakan unsur pengembang dan pelaksana tugas
strategis serta penunjang: akademik dan nonakademik di ibidang data,
teknologi informasi, sistem informasi, dan pelaporan Undip.
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Rektor
melalui Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan
Organisasi. *

Direktur Sistem dan Teknologi Informasi dapat dibantu oleh seorang Wakil
Direktur.

Direktur dan Wakil . Direktur pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daniayat (3) diangkat dan diberhentikan
oleh Rektor.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 264

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarak^
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan ;di bidang
sistem dan teknologi informasi,:serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktotat
Sistem dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pusat data Undip;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem dan teknologi
informasi;

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan tugas strategis sistem dan

teknologi informasi; -

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan aplikasi akademik dan

nonakademik Undip;

perencanaan dan pehyusunan laporan periodik dan tahunan;
penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Direktorat Sistem
dan Teknologi Informasi;

g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;dan
fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 266

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265,
struktur Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, terdiri atas:

a. Direktur;
b. Wakil Direktur;
c. Bagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha pada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi dipimpin
oleh Manajer yang bertanggung jawab kepada Direktur Sistem dan Teknologi:
Informasi.

Manajer Tata Usaha Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberheritikan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

(1)

(2)

(3)

Pasal 267 ...
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Bagian Tata , Usaha Dirpktorat, Sistem dan Teknologi Informasi

dimaksud dalam Pasai 266 ayat (1) humf c mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan, perawatan infrastriiktur teknologi informasi, pengelolaan sistem

informasi dan tugas-ttigas lainnya yang ditetapkan oleh.Rektor;

: : Pasai 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimaria dimaksud dalam Pasai 267, Bagian Tata

, Usaha Direktorat Sistem dan Teknologi Inforniasi menyelenggarakan fungsi:

.. a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan.,

sistem informasi/elektronik strategis;
b . pelaksanaan supervisi pengembangan sistem informasi/elektronik; .

. c. pelaksanaan pengamanan data dan informasi elektronik;
- d. pengelolaan atas penyelenggaraan selulmh sistem informasi/elektronik

di lingkungan Undip bersama unit kerja penyelenggara lainnya;

e. pelaksanaan perawatan jaringan dan perangkat keras;
pelaksanaan pelayanan data dan informasi elektronik; dan

fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor. \ ,

Pasai 269 .7v,’ ■
(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha : Direktorat Si^iern; dan Tdkhologi

Informasi, terdiri atas: ‘ ;
a. Subbagian Infrastruktur Teknologi Informasi;
b. Subbagian Keamanan Siber;
c. Subbagian Teknologi Informasi dan Web; dan ' ^ :

Subbagian Perangkat Lunak. .. ^ y
(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

Supervisor yang berada dan bertanggungjawab kepada Manajer Tata Usaha.

(3) Supervisor Infrastruktur Teknologi Informasi, Supervisor Keamanan Siber,

Supervisor Teknologi Informasi dan Web, dan Supervisor Perangkat Lunak
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasai 270

(1) Subbagian Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas pehataan

jaringan internet dan fasilitasi pengembangan perangkat keras, pemkhtauan
seeara terhadap infrastruktur, mengelola proses backup dan pemulihan data
serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Keamanan Siber mempunyai tugas pelaksanan monitoring

keamanan dan analisis ancaman keamanan siber, pelaksanaan

pengembangan prosedur keamanan siber, pelaksanaan pengujian keamanan

dan penerapan teknologi keamanan siber serta tugas-tugas lain yang

ditetapkan oleh Rektor.
(3) Subbagian Teknologi Informasi dan Web mempunyai tugas melaksanakan

layanan teknologi informasi dan web, pengumpulan, pemutakhiran,
pengolahan, penyajian informasi elektronik, supervisi pengguna serta

penyusunan pelaporan periodik dan tahunan Undip, serta tugas-tugas lain
yang ditetapkan oleh Rektor.

(4) Subbagian Perangkat Lunuk mempunyai tugas melaksanakan layanan

pembuatan serta pengembangan aplikasi/perangkat lunak, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor.

d

-

Pasai 271 ...
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Pasal271 :

Dalaim melaksan^an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1):

Subbagian Infrastruktur Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

penataan jaringan internet dan fasilitasi pengembangan perangkat luriak;
b. pelaksanaan pemantauan secara terhadap infrastruktur;
c. pelaksanaan proses backup dan pemulihan data; dan
d. fungsi-fungsi lainriya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat {2}

Subbagian Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi:
pelaksanan monitoring keamanan dan analisis ancaman keamanan

siber;

b. pelaksanaan pengembangan prosedur keamanan siber;
c. pelaksanaan pengujian keamanan dan penerapan teknologi kearnanan

siber; dan . .

d. fungsi-fungsi,lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

a.

^ Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (3)

Subbagian Teknologi Informasi dan Web menyelenggarakan fungsi:

perencanaan dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan

web;

b. pelaksanaan supervisi pengembangan teknologi informasi dan web;

c. pengelolaan atas penyelenggaraan seluruh; sistem informasi/elektronik

di lingkungan Undip bersama unit kerj a penyelenggara lainnya;

d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

e. fungsMungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ^at f4t

Subbagian Perangkat Lunak menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan

sistem informasi/elektronik strategis;
b. pelaksanaan supervisi pengembangan sistem informasi/elektronik;
c. pengelolaan atas penyelenggaraan seluruh sistem informasi/elektronik

di lingkungah Undip bersama unit keij a penyelenggara lainnya;

d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
dan

e. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh
Direktorat Hukum dan Organisasi

a.

Pasal 275 ;j
(1) Direktorat Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 [

ayat (2) huruf g menipakan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis ;

serta penunjang akademik dan nonakademik di bidang Hukum dan

Organisasi. :

(2) Direktorat Hukum dan Org^isasT sebagaimana . dimaksud pada ayat (1)

dipim^in oleh seorang Direktur yang bertanggUng jawab kepada Rektor dan

pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi

Informasi, Hukum dan Organisasi
(3)Direktur ... I
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(3) , Direktur Bwkum dan Organisasi dapat-dibantn oleh seorang Wakil Direktur.

(i4) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Hukum dan Org^ipsi
. sebagaimanadimaksud.pada ayat |3) diangkat dan diberhentikan oleh Bektor. ,

' Pasar276 ^

Direktorat Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi:

dan pen3msunan peraturan/produk hukum, advokasi litigasi dan non

litigasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di

lingkungan Undip, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan nleh Rektor.

Pasal277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Direktorat

Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
mengoordinasi penyusunan peraturan dan produk hukum lainnya;

/ b. sinkronisasi peraturan dan produk hukum lainnya;
pelaksanaan kajian peraturan dan produk hukum lainnya;

d. pelaksanaan kajian nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama;

e. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, di lingkungari

Undip;
f. mengoordinasi proses penataan unit kerja di lingkungan Undip

mengoordinasi penataan ketatalaksanaan,
h. memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Undip;

i. pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah hukum di lingkungan.Undip;

pelaksanaan advokasi hukumE litigasi dan ndnlitigasi kepada Unit Kerja dan

pegawai di lingkungan Undip;

a.

c.

g-

1

k. penyelenggaraan sistem informasi/elektronikterkait fungsi Direktorat Hukum

dan Organisasi;
pelaksanaan kerja jsama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badah, direktorat lainnya, UPT,

kantor dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor. \ _

1

m

n

Pasal 278

;(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sehagaimaha dirnaksud dafarn. Pasal 277,

struktur Direktorat Hukum dan Orga:hisasi terdiri dtas
a. Direktur;
b. Wakil Direktur

c. Bagian Tata Usaha;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha pada Direktorat Hukum dan Organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Manajer yang

bertanggungjawab kepada Direktur Hukum dan Organisasi.
(3) Manajer Tata Usaha Direktorat Hukum dan Organisasi diangkat dan

diberhentikan. oleh Rektor.

/■ : '■ Pasal: 27-9^ ■
Bagian Tata Usdha Direktorat Hukum dan Organisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 278 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas fasilitasi dan dukungan

sumber daya, teknis dan administrasi dalain pelaksanaan koordinasi dan

pen5m:sunan peraturan/produk hukum, advokasi hukum litigasi dan nontilitasi,
penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di

lingkungan Undip, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 280 ...
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Pasal 280

Daiam melaksahakan tugas sebagaimana‘ dimaksud dalam Pasal 279, Bagian Tata
Usaba Direktorat Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. memfasilitasi dan membantu Direktur penyitsunan peraturan dan prodtik

hukum lainnya;
b. memfasilitasi dan membantu Direktur pelaksanaan sinkronisasi peraturan

dan produk hukum lainnya;
G. memfasilitasi dan membantu Direktur pelaksanaan kajian peraturan dan

produk hukum-lainnya;
d. memfasilitasi dan membantii Direktur pelaksanaan kajian notakesepahaman

dan perjanjian kerja sama;

e. mengoordinir fasilitasi dan membantu Direktur dalarn penyiapan bahan
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, di lingkungan Undip;

f. mengoordinir fasilitasi dan membantu Direktur proses penataan unit kerja di
lingkungan Undip; " ^ ■

g. mengoordinir dan membantu Direktur fasilitasi penataan ketatalaksanaan;
h. mengoordinir dan membantu Direktur fasilitasi pelaksanaan reformasi

birokrasi di lingkungan Undip;
mengoordinir dan membantu Direktur fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang organisasi dan tata laksana;

j. memfasilitasi dan membantu Direktur pelaksanaan reformasi birokrasi, di

lingkungan Undip; : r ^
k. memfasilitasi dan mernbantu Direktur pelaksanaan penelaahan kasus dan

masalah hukurn di lingkungan Undip;
1. memfasilitasi dan membantu Direktur pelaksanaan advokasi hukum litigasi

dan nonlitigasi kepada Unit Kerja dan pegawai di lingkungan Undip;
penyelenggaraan sistem infofmasi/elektronik terkait fungsi Bagian Tata
Usaha Direktorat Hukum dan Organisasi;

n. pelaksanaan pelaporain dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
o. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 281

(1) Struktur di bawah Bagiari Tata Usaha Direktorat Hukum dan Organisasi
terdiri atas:

a. Subbagian Layanan Produk Hukum; •
b. Subbagian Layanan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;dan

Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud: pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Tata Usaha Direktorat

Hukum dan Organisasi.
(3). Supervisor Layanan; Produk Hukum, Supervisor Layanan Hukum Litigasi dan

Nonlitigasi, dan Supervisor Organisasi: dan Tata Laksana diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor.

1.

m.

1,

c.

Pasal 282

(1) Subbagian Layanan Produk Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan

layanan penyiapan data dan bahan dalam pelaksanaan koordinasi dan

penyusunan peraturan/produk hukum di lingkungan Undip, serta tugas-
tugas lain yang ditetapkan oleh R^ektor.

(2) Subbagian Layanan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi - mempunyai tugas
melaksanakan urusan layanan penyiapan data dan bahan dalam pelaksanaan
advokasi hukum litigasi dan non litigasi di lingkungan Undip, serta tugas-
tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(3)Subbagian ...
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(3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan

layanan penyiapan data dan bahan dalam penataan organisasi dan

tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Undip, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

urusan

‘ Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1)

Subbagian Layanan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktoratpenyiapan

Hukum dan Organisasi dalam penyusunan peraturan dan produk hukum

lainnya;

a.

bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktoratb. pen5aapan

Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan sinkronisasi peraturan dan

produk hukum lainnya;
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktoratpenyiapan

Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan kajian peraturan dan produk

hukum lainnya;
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktorat

c.

d. penyiapan

Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan kajian nota kesepahamun dan

perjanjian kerja sama;
pelaksanaan urusan ketatausahaan subbagian Layanan Produk Hukum;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

e.

f.

g-

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2)

Subbagian Layanan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi menyelenggarakan fungsi;

bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktoratpenyiapan

Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan penelaahan kasus dan masalah

hukum di lingkungan Undip;
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktorat

a.

b. pen5^apan

Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan advokasi hukum litigasi dan

nonlitigasi kepada Unit Kerja dan pegawai di lingkungan Undip;

pelaksanaan urusan ketatausahaan Subbagian Layanan Hukum Litigasi dan

Non Litigasi;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

c.

d.

e.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3)

Subbagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktoratpenyiapan

Hukum dan Organisasi dalam pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, di

lingkungan Undip;
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktorat

a.

b. penyiapan . • j-
Hukum dan Organisasi dalam fasilitasi proses penataan unit kerja di

lingkungan Undip;
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktoratpenyiapan

Hukum dan Organisasi dalam fasilitasi penataan ketatalaksanaan;
penyiapan bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktorat

Hukum dan Organisasi dalam fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Undip;
bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktorat

c.

d.

pen5aapan

Hukum dan Organisasi dalam fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

di bidang organisasi dan tata laksana;

e.

f.pen3dapan ...
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penyiapan bahan dan data serta membantu Manajer Tata Usaha Direktorat

Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Undip;
pelaksanaan urusan ketatatisahaan Stibbagian Organisasi dan Tata Laksana;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atasikegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

f.

g-

h.

1.

Bagian Kedelapan
Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama

Pasal 286

(1) Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dala;m

Pasal 175 ayat (2) huruf h, merupakan nnsur pengembang dan pelaksana
tugas strategis serta penunjang akadfemik dan nonakademik di bidang inovasi,
hilirisasi dan kerja sama.

(2) Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada,
Rektor melalui Wakil Rektor Riset,' Inovasi, . Kerja Sama dan Komunikasi

, Publik.

(3) Direktur Inovasi, Hilirisasi: dan Kerja Sama dibantu paling banyak 2 (du^)
orang Wakil Direktur. ■

(4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Wakil Direkur Inovasi dan Hilirisasi Industri; dan

b. Wakil Direktur Kerja Sama.
(5) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja

Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diangkat dan
diberhentikan oleh Rektor. .

: Pasal 287

Direktur Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakah
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan di bidang inovasi, hilirasi
dan kerja sama, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

' Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagairaana dimaksud dalam Pasal 287, Direktur
Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. perencana^, pengembangan dan pelaksanaan layanan inovasi;

b. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan hilirasasi;

c. pelaksanaan layanan pengelolaan kekayaan intelektual;
d. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan administrasi nota

kesepahaman;
e. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan kerja sama akademik,

nonakademik, dan industri; ..

f. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi Direktur
Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama;

g. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor
dan/atau unit lain terkait; '

h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
i. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

1.'

Pas^ 289 ...
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Pasal 289

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288,(1)
struktur Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama, terdiri atas;

a. Direktur;

b. Wakil Direktur;

c. Bagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Tata Usaha pada Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Manajer

yang bertanggung jawab kepada Direktur Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama.

Manajer Tata Usaha Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2j

(3)

Pasal 290

Bagian Tata Usaha Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas

pelaksanaan layanan administrasi inovasi, hilirisasi, dan kerja sama serta tugas-

tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Tata

Usaha Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan kegiatan inovasi;
b. pelaksanaan layanan pengelolaan kekayaan intelektual;

pelaksanaan layanan hilirisasi industri;
d. pelaksanaan layanan kerja sama akademik;
e. pelaksanaan layanan kerja sama non akademik;
f. pelaksanaan layanan kerja sama industri;

supervisi pelaksanaan kerja sama yang diselenggarakan fakultas/ sekolah dan

unit kerja di Undip;
h. penyelenggaran sistem informasi/elektrdnik yang terkait dengan fungsi

Bagian Kerja Sama;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.
• • ; * ■ i '

Pasal 292

(1) Struktur di bawah Bagian T^ta Usaha Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja

Sama, terdiri atas:

Subbagian Inovasi dan Hilirisasi Industri; dan
b. Subbagian Kerja Sama.
Subbagio-n sebagaimana dim^aksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin

oleh seorang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer Tata Usaha

Direktorat Inovasi, Hilirisasi dan Kerja sama.

Supervisor Inovasi dan Hilirisasi Industri, dan Supervisor Kerja Sama

diangkat dan diberhentikan pleh Rektor. /

c.

g-

1.

J-

a.

(2)

(3)

Pasal 293

Hilirisasi mempunyai tugas melaksanakanSubbagian Inovasi dan
administrasi inovasi dan hilirisasi industri, serta tugas-tugas lain yang

(1)

ditetapkan oleh Rektor.
Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerja

sama, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2)

Pasal 294 ...
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Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1)
Subbagian Inovasi dan Hilirisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan layanan administrasi inovasi;
pelaksanaan layanan administrasi pengelolaan kekayaan intelektual;

pelaksanaan layanan administrasi hilirisasi industri;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakari; dan
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

c.

d.

e.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2)
Subbagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
a. memberikan layanan administrasi nota kesepahaman;
b. memberikan layanan administrasi kerja sama

nonakademik dan kerja sama industri;
c. pelaksanaan administrasi supervisi kerja sama

nonakademik dan kerja sama industri yang diselenggarakan fakultaS/sekolah,
dan unit di Undip;

d. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakah; dan
e. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

akademik, kerja saiha

akademik^ kerja stoa

Bagian Keserribilan
Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global

Pasal 296

(1) Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) huruf i, merupakan unsur pengembang
dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakademik

di bidang reputasi, kemitraan dan konektivitas global.
(2) Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung
jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan
Komunikasi Publik.

(3) Direktur Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global dibantu paling banyak
2 (dua) orang Wakil Direktur.

(4) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada (3) terdiri atas:

a. Wakil Direktur Reputasi Global; dan
b. Wakil Direktur Kemitraan dan Konektivitas Global.

(5) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Reputasi, Kemitraan dan

Konektivitas Global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat, {4)
diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 297

Direktur Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global mempunyai tugas
melaksanakan pereneanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan di bidang
reputasi, kemitraan dan konektivitas global, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan
oleh Rektor.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Direktur
Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global menyelenggarakan fungsi:
a. pereneanaan, pengembangan dan pelaksanaan program peningkatan

reputasi, kemitraan dan konektivitas global;
b. pereneanaan, pengembangan dan pelaksanaan analisis data dan informasi

untuk peningkatan reputasi dan peringkat Undip;
e.pereneanaan ...
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perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengisian dan penyampaian

horang pemeringkatan;
d. perencanaan,

Bniversity (WCU);
perenGanaan, pengembangan dan penynsunan rancangan perbaikan atas
evaluasi basil pemeringkatan;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan inisiasi dan penguatan

jejaring untuk peningkatan repntasi dan peringkat Undip;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan pengumpulan data dan

informasi yang dibutuhkan untuk pemeringkatan;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan layanan dokumen imigrasi;

i. pelaksanaan layanan perizinan perjalanan dinas luar negeri;

perencanaan> pengembangan dan pelaksanaan layanan dokumen dan izin

dari kementerian terkait;

k. perencanaan
tenaga WNA;

1. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan penyiapan perjanjian kontrak

kerja dengan tenaga WNA;
perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan promosi dan kegiatan

internasional;

penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi Direktur

Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global;
pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

dan/atau unit lain terkait;
pelaksanaan pelaporan dan e¥aluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 299

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298,

struktur Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global terdiri atas:

a. Direktur;

b. Wakil Direktur;

Bagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha pada Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas

Global sebagaimana dirnaksud pada ayat (Ij huruf c, dipimpin oleh seorang

Manajer yang bertan^gung jawab kepada Direktur Reputasi, Kemitraan dan

Konektivitas Global.

(3) Manajer Tata Usaha Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global

diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 300

Bagian Tata Usaha Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global

mempunyai tugas pelaksanaan layanan administrasi di bidang reputasi,

kemitraan dan konektivil^as global, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh
Rektor.

e.

pengembangan dan pelaksanaan evaluasi program World Class

e.

f.

g-

h.

J-

, pengembangan dan pelaksanaan pengelolaan mahasiswa dan

m.

n.

o.

p.

q.

c.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dOO, Bagian
Konektivitas GlobalTata Usaha Direktorat Reputasi, Kemitraan dan

menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan layanan dokumen imigrasi;a.

b. pelaksanaan ...
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pelaksanaan layanan dokumen dan izin dari kementerian terkait;

pelaksanaan pengelolaan mahasiswa dan tenaga WNA;
pelaksanaan penyiapan perjanjian kontrak kerja dengan tenaga WNA;
pelaksanaan promosi dan kegiatan internasional;

pelaksanaan analisis data dan informasi untuk peningkatan reputasi dan
peringkat Undip;

pelaksanaan pengisian dan penyampaian borang pemeringkatan;
pelaksanaan evaluasi hasil pemeringkatan;
penynsunan rancangan perbaikan atas evaluasi hasil pemeringkatan;
pelaksanaan inisiasi dan penguatanjejaring untuk peningkatan reputasi dan
peringkat Undip;
pelaksanaan pehgumpulan data dan informasi yang dibutuhkah untuk

pemeringkatan; ■ ,

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

J-

k.

1.

Usaha Direktorat Reputasi, Kemitraan dan Konektivitas Global;

pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

m.

n.

Pasal 302 '

(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha Direktorat Reputasi, Kemitraan dan
Konektivitas Global terdiri atas:

a. Subbagian Reputasi Global; dan
b. Subbagian Kemitraan dan Konektivitas Global.

(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
dipimpin oleh seorang Supiervisor yang bertanggung jawab kepada Manajer
Tata Usaha.

(3) Supervisor Reputasi Global, dan Supervisor Kemitraan dan Konektivitas

Global diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 303

(1) Subbagian Reputasi Global mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
layanan reputasi global, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Subbagian Kemitraan , dan Konektivitas Global mempunyai tugas
melaksanakan layanan kemitraan dan konektivitas global, serta tugas-tugas
lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1)
Subbagian Reputasi Global menyelenggarakan. fungsi:
a. pelaksanaan program peningkatan reputasi global;
b. pelaksanaan administrasi analisis data dan informasi untuk peningkatan

reputasi dan peringkat Undip;
c. pelaksanaan administrasi pengisian dan penyampaian

pemeringkatan;
d. pelaksanaan administrasi evaluasi hasil pemeringkatan;
e. layanan administrasi penyusunan rmicangan perbaikan atas evaluasi hasil

pemeringkatan;
f. layanan administrasi pelaksanaan inisiasi dan penguatan jejarihg untuk

peningkatan reputasi dan p'eringkat Undip;
g. layanan administrasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang

dibutuhkan untuk pemeringkatan; »
h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan
i. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 305...
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- ;

■ ,■ : '■ 'v Pasal 305 ^ ' '

Dalam meiaksanakan tugas . sebagaimana dimaksud dalam Pas^ 303 ayat (2)

Subbagian Kemitraan dan Konektivitas Global menyelenggarakan fung^i: ^ ,
pelaksanaan program peningkatan kemitraan dan konektivitas

b. pelaksanaan admihistrasi layan^ dokumen imigrasi; - ; ^

pelaksanaan administrasi layanan dokumen dan izin dari kementerian terkait;

d. pelaksanaan administrasi pengelolaan mahasiswa dan tenaga WNA;

pelaksanaan periyiapan administrasi perjanjian kontrak kerja dengan tenaga

- WNA;

pelaksanaan administrasi promosi dan kegiatan interriasiorial;
pelaksanaan layanan administrasi urusan izin perjalanan dinas luarnegeri;

h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

C.

e.

f.

§•

Dbektorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Iha

Pasal 306

(1) Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 175 ayat (2) humf j merupakan unsur pengembang

dan pelaksana tugas strategis serta penunjang akademik dan nonakadernik

di bidang jejaring media, komunitas dan komunikasi publik.

(2) Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung

jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama dan
Komunikasi Publik.

(3) Direktur Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik dapat dibantu

oleh seorang Wakil Direktur.
(4) Direktur dan Wakil Direktur pada Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan

Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat
dan diberhentikan oleh Rektor.

7 Pasal 307 ■ .’v':-''v^-'

Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan prograni dan

kegiatan di bidang jejaring media, komunitas dan komunikasi publik, serta tugas-

tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

■■ Pasal 308’;;-- .

Dalam meiaksanakan tugas- sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 307, Direktorat

Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik mehyelenggarakan fuhgsi:

promosi dan branding untuk
utama

pengeiolaan pelaksanaan program
meningkatkan reputasi Undip baik melalui saluran media-arus
hiaupun media sosial di tingkat nasional dan internasional;

b. menghubungkan akadernisi Undip dengan komunitas masyarakat sipU
nasional dan internasional;

menghubungkan akadernisi Uridip dengan akadernisi nasion^ dan.

internasional; ; V
membangun hubungan dengan lembaga media yang kuat dan berkelanjutan

baik media arus utama maupun platform media sosial; . ^ ^

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan layanan publik/terpadu ;

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan publikasi IJndip;'

a.

'■c,

d

e.

- I

g.perCncanaan .
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perencanaan, pelaksanaan dan pengeiiibangan jkegiatan komnnikasi publik

termasuk komunikasi di masa krisis, darurat dan penuh risiko yang tefjadi di

lingkuhgan Undip;
h. _ perencanaan, pelaksanaan dan pengertibangan kegiatan branding;

penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait
Jejaring Media, Komnnitas dan Komunikasi Publik;

j . pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

k. pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kafitof

dan/atau unit lain terkait;dan
1. fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 309

(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308,

struktur Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik, terdiri
atas:

a. Direktur;

- b. Waldl Direktur;

c. Bagian Tata Usaha; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha; pada Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan

Komunikasi Publik dipimpin oleh Manajer yang bertanggung jawab
Direktur Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik.

(3) Manajer Tata Usaha Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan kpmunikaisi

Publik sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) diangkat dah diberhentikan Pleh

Rektor. , ’ ' .

g-

fungsi Direktorat1.

. Pasal 310

Bagian Tata Usaha Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komuhikasi Publik

mempunyai tugas melaksanakan layanan informasi terpadu, layanan
informasi dan dokumentasi, hubungan masyarakat, promosi, dan branding, serta

_ tngas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor. .

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Bagian Tata
Usaha Direktorat Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi.
menyelenggarakan fungsi: ; . .'
a. pelaksanaan layanan publik/terpadu; ‘ .
b. pelaksanaan layanan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID);
c. pelaksanaan layanan aspirasi dan pengaduan
d. pelaksanaan layanan hubungan masyarakat;
e. pelaksanaan layanan publikasi Undip;
f. pengelolaan atas penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait Bagian

Tata Usaha;

g. pelaksanaan layanan brandings;
h. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakah; dan
i. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 312 '

(1) Struktur di bawah Bagian Tata Usaha Direktorat Jejaring Media, Komunitas
dan komunikasi Publik terdiri atas:

Subbagian Jej aring Media dan komunitas; dan
b. Subbagian Komunikasi Publik dan Layanan Terpadu.

Publik

a.

(2) Subbagian
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(2) Subbagian sebagaimana dima&sud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin

oleh Supervisor yang bertanggying jawab kepada Manajer Tata Usaha.

Supervisor Jejaring Media dan komunitas, dan Supervisor Komunikasi Publik

dan Layanan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal313

Subbagian Jejaring Media dan komunitas mempunyai tugas melaksanakan

layanan jejaring media, komunitas, informasi terpadu, layanan pengelolaan
informasi dan dokumentasi, dan aspirasi dan pengaduan, serta tugas-tugas

lain yang ditetapkan oleh Rektor.
(2) Subbagian Komunikasi Publik dan La3ranan Terpadu mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi Undip, dan branding, serta

tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

(3)

(1)

Pasal314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1)

Subbagian Jejaring Media dan komunitas menyelenggarakan fungsi:

pengelolaan pelaksanaah program promosi dan branding untuk

meningkatkan reputasi Undip baik melalui saluran media arus utama

maupun media sosial di tingkat nasional dan internasional;
menghubungkan akademisi Undip dengan komunitas masyarakat sipil

nasional dan internasional;

menghubungkan akademisi
internasional;

membangun hubungan dengan lembaga media yang kuat dan berkelanjutan

baik media arus utama maupun platform media sosial;dan
fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

a.

b.

Undip dengan. akademisi nasional danc.

d.

e.

Pasal 315

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (2)

Subbagian Komunikasi Publik dan Layanan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan layanan publik/terpadu ;

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan publikasi Undip;

perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan komunikasi publik

termasuk komunikasi di masa krisis, darurat dan penuh risiko yang terjadi di

lingkungan Undip;
perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan branding;

penyelenggaraan sistem informasi/elektronik terkait fungsi Direktorat

Jejaring Media, Komunitas dan Komunikasi Publik;
pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan;

pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan administrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga, badan, direktorat, UPT, kantor

dan/atau unit lain terkait;dan!
fungsi-fungsi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

h.

Pasal 316

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf e, yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unsur pelaksana yang

berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan

dapat dibantu seorang Sekretaris dan/atau seorang Supervisor Tata Usaha.

(3) Ketua...
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Ketua. dan Sekretkris SPI dan/atau Suipervispr Tata Usaha sebagaitnana/
dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI diatur dalam Peraturan Rekton

Pasal 317 '

SPI mempnnyai tugas melaksanakan pengawasan dan. evaluasi. internal

nonakademik Undip serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Untuk tujuan tertentu, ;SPI bekerja sama dengan unit lain dapat

rnelaksanakan pengawasan dan evaluasi internal akademik Undip.

(3)

(4)

(,1)

(2)

Pasal 318

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 317, SPI

menyelenggarakan fuhgsi:
a. pelaksanaan penyusunan program pengawasan internal nonakademik;

b. pelaksanaan penyusunan kebijakan satuan pengawasan nohakademik;

c. pelaksanaan penyusunan pedoman pengawasan nonakademik;
d. pelaksanaan audit keuangan, kinerja dan audit dengan tujuan tertentu;

e. pelaksanaan audit sistem dan teknologi informasi;
f. pelaksanaan pengawasan nonakademik ke Unit kerja di lingkungan Undip;

pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan nonakademik;
h. pelaksanaan pengawasan akademik di' lingkungan Undip bersama-sama

dengan LP2MP; :
i. penyelenggaraan sistem informasi/elektronik yang terkait fungsi pengawasan

internal; >

pelaksanaan kerja sama dan/atau pemberian dukungan admihistrasi sesuai

dengan tugas dan fungsinya kepada lembaga^ badan, direktorat, UPT, kantor

dan/atau unit lain terkait; ^
k. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi atas kegiatan yang dilakSanakan; dan
1. fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleh Rektor.

g-

J

I-

Pasal 319

Struktur SPI, terdiri atas: :

a. Ketua;

b.. Sekretaris;

c. Subbagian Tata Usaha; dan
d. kelornpok Jabatan Fungsional.

Pasal 320

(1). Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 hurtif c

dipimpin oleh seOrang Supervisor yang bertanggung jawab kepada Ketua SPI.

(2) Supervisor Tata Usaha SPI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 321

Subbagian Tata Usaha SPI mempunyai tugas melaksanakan urUsan admihistrasi,

ketatausahaan dan kerumahtanggaan SPI, serta tugas-tugas lain yang ditetapkan
oleh Rektor.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subbagiah
Tata Usaha SPI menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi penyusunan program pengawasan internal

nonakademik;
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pelaksanaan administrasi penyiisunan kebijakan satuan pengawasan

nonakademik;

pelaksanaan administrasi penyusunan pedbman pengawasan nonakademik;

pelaksanaan administrasi audit keuangan, kinerja dan audit dengan tujuan

. tertentu; * _ ^
pelaksanaan administrasi audit sistem dan teknologi informasi;

nonakademik ke unit kerja di

b.

c.

d

e.

pelaksanaan administrasi pengawasan
lingkungan Undip;
pelaksanaan administrasi penyusunan laporan pengawasan nonakademik;

pelaksanaan administrasi pengawasan akademik di lingkungan Undip

bersama-smna dengan LP2MP;

pelaksanami urusan ketatausabaan;
pelaksanaan ums^ kerumabt^ggaan;
pelaksanaan pelaporan dan e¥aluasi aitas kegiatan yang dilaksanakan; dan

fungsi-fungsi lain yang ditetapkan oleb Rektor.

f.

g*

h.

1

b
k.

1.

BAB XIII

DEWAN PENASIHAT UNIVERSITAS

Pasal 323

Dewan Penasihat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf f merupakan unsur lain yang diperlukan, mempunyai tugas

memberikan saran, nasihat dan masukan konstruktif kepada Rektor dalam

pengembangan Undip.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan

Penasihat Universitas mempunyai hak mendapatkan data, informasi,

keterangan yang diperlukan dengan persetujuan Rektor.

(1)

Pasal 324

(1) Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323,

struktur Dewan Penasihat Universitas terdiri atas:
Ketua dan dapat dibantu Sekretaris; dan

^. Anggota.

(2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penasihat Universitas diangkat dan

diberhentikan oleb Rektor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan

pemberbentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penasihat Universitas

ditetapkan oleh Rektor.

a.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 325

Kelompok jabatan fungsional teriaga kependidikan mempunyai tups
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 326 ...
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i i Pasal 3^6 :

(1) Kelompok jabatan fungsional tenaga kependidikan sebagaimana dimakstld
dalam Pasi 325 terdiri atas jabatan pustakawan, pranata komputer, analisis

kepegawaian, arsiparis, pranata laboratorium dan/atau jabatan fungsional

lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatah fungsional tenaga kependidikan
diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB XV

TATA KERJA

Pasal 327

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Undip dalam melakganakan

tugas,

a. menerapkan prinsip koordinasij integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama

baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungarL

Undip maupun dengan instansi lain di luar Undip sesuai dengan

tugasnya masing-masing;
b. mematuhi pedoman :dan petUnjuk teknis dari kementerian yang

menangani bidang pendidikan tinggi;
e. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi

penyimpangan supaya mengambii ilangkah-langkah yang diperlukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan

masing-masing;

e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan

f. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

masing-masing dani memberikan, bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan

satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan

mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan memberikah

petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

BAB XVI

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 328

(1) Rektor sebagai pemilik Risiko Undip menerapkan dan mengembangkan

Manajemen Risiko Undip.
(2) Pemilik Risiko menugaskan kepada Badan yang melaksanakan tugas dan

fungsi evaluasi program dan anggaran untuk melakukan proses Manajemen
Risiko.

(3) Pemimpin Unit Kerja sebagai pemilik Risiko pada Unit Kerja menerapkan dan

mengembangkan Manajemen Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

Fakultas / Sekolah;
Lembaga;
Badan;

Biro;

Direktorat;

Kantor; dan
UPT.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g-

{SjRektor ...
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(5) Rektor menugaskan Satuan Pengawas Internal sebagai pengawas dan

pengendali Manajemen Risiko di Undip dan Unit Kerja.

BAB XVII

ESELONISASI

Pasal 329

(1) Eselonisasi jabatan stmktural diberlakukan berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

(2) Eselonisasi jabatan tugas tambahan ditetapkan Rektor dengan menetapkan

kelas dan nilai jabatan.

(3); Penghitungan dan usulan penetapan kelas dan nilai jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wakil Rektor yang mengurusi bidang

sumber daya manusia, ketiangan, dan organisasi.

; BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 330

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka:
(1) Pengisian Jabatan Tugas Tambahan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Rektor ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

(2) Pejabat Tugas Tambahan yang nomenklatur jabatannya tidak dihapuskan

dalam peraturan ini dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini,

tetap melaksanakan tugas jabatan sampai berakhirnya masa jabatan atau

diangkatnya Pejabat Tugas Tambahan yang baru.
(3) Tugas i Tambahan yang semula ada tetapi kemudian dihapuskan dalam

Peraturan ini, dinyatakan berakhir masa jabatannya, kecuali ditetapkan lain

oleh Rektor.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 331

(1) Rektor dapat membentuk unit baru atau menghapuskan unit kerja, dan

jabatan tugas tambahan di bawah Rektor, untuk memenuhi kebutuhan

kinerja. Undip dengan tetap memperhatikan efisiensi dan kemanfaatannya.

(2) Pembentukan unit baru dan penghapusan unit kerja, jabatan tugas tambahan

di bawah Rektor sebagaimariLa dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Rektor.

Pasal 332

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas

Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-

Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro beserta perubahannya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 333 ...
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Pasal 333

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

f

I
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2024

I
■

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORQ,
■jf

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.Sl
NIP 197007221998021002

iQ^an sesnai dengan aslinya
iro Umum dan Keuangan

. M^wo Padmofio
PPU 1^.196407112024021001
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LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UMIVERSITAS DIPONEGORO

13 TAHUN 2024

23 OKTOBER 2024

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

ORGAMSASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

A. STRUKTUR ORGANTSASr WAKIL REKTOR, FAKULTAS/SEKOLAH, DEWAN PENASIHAT UNIVERSITAS DAN SATUAN PENGAWAS

INTERNAL

UNIVERSITAS DIPONEGORO

[ REKTOR

I

DEWAN PENASIHAT

UNIVERSITAS

1

I

i
WAtilL PEI TOR

PERENCANAAN, KEUANGAN,

ASET, BISNIS, DAN

jE^RUIVIAHTANGGMN

WAIuL REKTOR SL AT BEK DAY

MAKUSIA, TEKWOLOGI

INFORMASI, HUKU&3 DAN
ORGANISASI

"VAKIL REKTOR RiSET.

INOVASI, KDRJA SASIA DAK
KOaiUNiIE-SI PUSLIK

WAKIL REKTOR

AKADEAIIK DAN

KFMAHASiSC/AAN

1

SPI

FAKULTAS/SEKOL^
DEKAN

FAKULTAS/SEKOLAH
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B. STRUKTUR ORGANISASI BADAN DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO

UmVERSITAS DIPONBtSORO

REKTOR

I

WAKIL REKTOR RISET,

IHOVASI, KERJA SAMA
BAN KOMUNIKASI

PUBLIK

: VAKIL REKTOR

PERENCANAAN, KEUANGAN,

ASET, BISNIS, DAW
KERUMAHTANGGAAN

WAKIL REKTOR SUMBER

DATA MANUSIA,

TEKNOLOGl INFORMASl;
HUKUM DAN ORGANISASI

VAKIL REKTOR

AkADEMIKDAN
KBMAHASISVAAN I

i XI

I, ! 1
KEPjVLABADAH

PBNGELOLA USAIIA

BISNIS KOMERSIAL

Dll. 'N\i,l'-i-wR'>-IKO

kepalababan

PBNGELOLA

IlIM"' D1 LIV.R

KAMPUS UTAWA

KEPALA BADAN

PEHGBLOLA KAAIPUS

JEPARA

KEPALABABAN ft
PZPJINC DAn

PEKGEMB.iNGAf(

u

j. i
i

I t

VAKIL KEPALA BADAN

ENCAKAANDAN

VAKIL KEPALA BAD^VN

PEKGELOLA USAIIA

BISNIS KOMERSIAL

D AN Aj;. -_LrSlI^^^

VAKIL KEPALA

BADAN PEyCELOLA

KAMPUS D1 LUAR

KAMPtls:-U.TAMA. .

I VAKIL KEPALA BADAt^

PEKGLLOLA KAMPUS

JEPARA

RSND

manajertAta
USAHA

manajertata

■ ■■-■usaha::-.

MANAJERTATA

USAHA I
MANAJER TATA

OSAKA

SUPERVISOR

PENGBMBANGAN

DAN HILIRISASI

, SAINTEK

SUPERVISOR PENGELOLAAN

USAHA kOMBRSI^ DAN
OFTIMALISASI SUMBER

DATA

SUPERVISOR

PERENCANAAN DAN

PEHGEMBANGAN KAMPUS

SUPERVISOR

PEHGEMBANGAN USAHA

KOMERSIAL DAN KERJA

SAMA BISNIS

SUPERVISOR

PERENCANAAN

ANGGARAN

SUPERVISOR

AKADEMIK DAN

KBMAHASISVAAN

SUPERVISOR

SUMBER DATA

SUPERVISOR

SUMBER DATA

] [[] c [ STAFSTAF STAFSTAF STAF STAFSTAF STAF
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STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA DI BAWAH KOORDINASI WAKIL REKTOR AKADEMIK DAN KEMAHASISWAANC.

UniVERSITAS DIFONECORO

REKTOR

iV\KIL REaTOR

KBTUA LEMBAGA

PBHGEMBAN6AK

DAHPEHJAISSIHAN

MUTU PEWDIDIKAH

^

DIREKTUR

.■ULnDCHIh.
'iCB^AHASISWA^"

WAKIL KETDA

PENJAMIKAN

MUTU

PENDIDIKAN

WAKIL KETUA

PBNGEMBAHGAn

PENDIDIKAN

WAKIL DIREKTUR

PE.IBIiI->AN PRESrUI

DAN BISNIS MAHASISWA

WAKIL. DI*»EKTORL'>^’;\H
1

WAKIL DIREKTUR

AKADEMIK NDAK

i

KEPALAUPT

LAYANAN SBNl,
BUDAYA DAN

OLAHRAGA

KEPALA KANTOR

PRESTASI DAN

PASILITACI BISNIS

MAHASISWA

KEPALA UPT LAYANAN

KONSULTASI, DISABILITAS,
PENEGAKAN ETIKA BAN

DISIPLIN MAHASISWA

MANAJER

KEMAHASISWAAN

DAN ALUMNI

MANAJER

TATA USAKA

MANAJER

AKADEMIK

I

SUPERVISOR

PENGELOLAAN

MATA KULIAH

WAJIB NASIONAL,
DAN UNIVERSITAS

SUPERVISOR

LAYANAN

PERTUNJUKAN

SENIDAN

BUDAYA . '

SUPERVISOR'

KARIR

MAHASISWA

DAN LAYANAN

. ALUMNI

SUPERVISOR

PENGEMBANGAN

MINAT PENALARAN

DANINFORMASI

MAHASISWA

SUPERVISOR

REGISTRASl

DAN MUTASI

MAHASISWA

SUPERVISOR

PENDIDIKAN

DAN i

PENGAJARAN

SUPERVISOR

•FASILITASl

BISNIS

MAHASISWA

SUPERVISOR

PROGRAM DAN

EVALUASI

SUPERVISOR

PRESTASI

MAHASISWA

SUPERVISOR

LAYANAN

OLAH RAGA

SUPERVISOR

KESEJAHTERAAN

MAHASISWA,,

SUPERVISOR

SUM BER DATA

SUPERVISOR

TATA USAHA

] [] [ ][ ][ ] [ STAFSTAF STAF STAF ][ STAF STARSTAF STAF STAF STAFSTAF STAFSTAF
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D. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA DI BAWAH KOORDINASI WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET, BISNIS

DAN KERUMAHTANGGAAN

UmVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR

• WAKIL-REKTOR

■ ■■ -PERENCArJAAN, ■

' KEUAffGAI'I, ASET,

■ BJSNIS. DAN . ■

L-, !

Dip::i:rui.

KBIIANGAN.

iKii.i N‘in,r.

BIRO

KBTATADSi'UlAAIi; &

JTM. liK

ASET DAN

"L'W'.i -I

Ts&iah

DIREKTUR

ASET DAN

PERANCANGArl
'—

WJOL KEFALA GIRO

KETATAUSAH.TAN A

keruhj1hta:»'ggaan

WAKIL ■

DIRrKTUR

KEUAEGAS

WAKIL DIREKTUR

AKOMTAKSJ DAN

PERPAJilKAH

KEPALADPT

EESSLAHATAN,
KESEHATAN KERJA

PAW LlBGKtlMGAK

WUiHAiSER
ASET; DAN

LOGISTlk

IIANAJBR

KEUAKOAN,

AKDirTANSI DAR

PERPAJAKAH '

KEPALA KANTOR

PEMQADAAN

BARANO DAN JASA

KAHAJER

' KETATADSAHAAW

DAN PROTOKOLER

MANAJBR

KERUMAHTANGGAAN:

I
iI I

SUPERVISOR

SEKRETARIAT REKTOR

DAN PROTOKOLER

UN1VER8ITAS

SUPERVI^R

VERIFIKASI DAN

PENGELOLAAN

PENDAPATAN

SUPERVISOR

IWVENTARISASI DAN

PENGHAPUSAN

ASET

SUPERVISOR

TATAUSAHA

REKTORAT

SUPERVISOR KEAMANAN,
PASitiTAS DAM

KERDimAHTANGGAAR

SUPERVISOR

TATA USAHA

HWA

SUPERVISOR

TATA USAHA

SUPERVISOR

PEMBAYARAN

GAJI

SUPERVISOR

PERPAJAKAN

DAN TREASURY

SUPERVISOR

PBRANCAMGAN

DAN PBRGADAAN

SUPERVISOR

PBMELIHARAAN

SUPERVISOR

TATA USAHA

SUPERVISOR

AKONTANSX

SUPERVISOR

TATA USAHA
SA

] [STAR STAR ][ 1C ][STAR STAR STAR STAR STAR STAR STARSTAR STAR STAR STAR STAR
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E. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA DI BAWAH KOORDINASI WAKIL REKTOR SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI

INFORMASI, HUKUM DAN ORGANISASI

UMTVBRSITAS DIPONBGORO

f REKTOR

1 7

iKlL RE • rUR

SUMBER DAYA

MAHUSIA, TEKMOLOGI
Rr^^S^ VIIKliM

PAW ORGANISASI

I r

DIREKTOR SISTE3S

DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

DIREKTDR

HUKUM Dan

ORGANISASI

DIREKTUR

SUMBER DAYA

MANUSIA

WAKlli.DIRBKTUR'-'
SISTEM PAM

TEKNOLOGI

INFORMASI

WAKIL DIREKTUR

EI'ALUASI OAF’

PEMGEMBANGAN

KARIER

WAKIL DIREKUR

PEREKCAMA.W DAN

LAYANAN SUMBER DAYA

MANUSIA

WAKIL

DIREKTUR

HUKUM DAK

ORGANISASI

MANAJER

PBREHCANAAN DAN

LAYANAN SUMBER

DAYA MANUSIA

KEPALAUPT

PERPUSTAKAAN

DAN UNDIP

PRESS

KEPALA

KANTOR

KBARSIPAN

MANAJER

EVALUASI DAN

PENGBMBANGAN KARIER

MANAJER

TATAUSAHA

MANAJER

TATAUSAHA

I
1 1

SUPERVISOR

•EVALUASI

KINERJADAN

KESEJAHTERAAH

SUPERVISOR

LAYANAN

ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

SUPERVISOR

PERENCANAAH DAN

LAY.AKAN INFORMASI

KEPEGAWAIAN

SUPERVISOR

INFRASTRUKTUR

TEKNOLOGI

INFORMASI

SUPERVISOR

TEKNOLOGI

INFORMASI

DAN WEB

SUPERVISOR

LAYANAN

PRODUK

HUKUM

SUPERVISOR

LAYANAN HUKUM

LITIGASI DAN

NON LIGITASI

SUPERVISOR

ORGANISASI

DAN TATA

LAKSANA

SUPERVISOR

PBNGEMBANGAN

KOMPETENSI

SUPERVISOR

PENGBMBANGAN

KARIER

SUPERVISOR

KBAMANAN

SIBER

SUPERVISOR

PERANGKAT

LUNAR

SUPERVISOR

TATA USAHA

SUPERVISOR

TATA USAHA

I ] I STAFF I I STAFFSTAFF STAFF STAFF STAFF I rSTAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF STAFF
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STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA DIBAWAH KOORDINASIWAKIL REKTOR RISET, KERJA SAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIKF.

UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR

IV4K1L REKTOR RlbET,

moVASI, KERJA SAMA DaH
KQMUMKMIJeHRyK j

KETUA LBMBAGA

PENELITIAH DAN

PENGABDIAN

MASTARAKAT

DIREKTUR

REPUTASI,
K£MiTRAAi« SAN

KONEKTrVlTAS

global

DIREKTGR

JEJARINGJIEDIA

KOMORTTASDaN .

KOMUNiKASl

PUBLIK

DIREKTUR ■

INOVASI,
HlLJKIKASl

DAN KERJ.i

bAFiA

WAKIL KETUA

LEMBAGA

PENGABDIAN

MASTARAKAT

WAKIL KETUA

L^BAGA

PSNELITIAN

WAKIL DIREKTUR

JEJAKIUG MEDI \

KOMUNITAS DAN

KOMUNIKASI

■, - ' ' ■ 'S;
. WAKIL .

WAKIL

DlREKIUR

INOVASI DAN

..HILIRISASI

WAKIL DIREKTUR !

KLMIIRAAN DAK

KONEKTI VITAS

GLOBAL

' WAKIL

DIREKTUR

KL-RJAS\r.IA

■ D]

REPUTASl

. GLOBAL I

KEPALA
KEPALA

KANTOR

KHDTK

MANAJER

TATAUSAHA

MANAJER

TATA USAHA

MANAJER

TATA USAHA

MANAJER

TAT^U^A
UPT

LABORATORIUM

TERPADU ;

SUPERVISOR

INOVASI DAN

HILIRISASI

INDUSTRI

SUPERVISOR

KEMITRAAN DAN

KONEKTIVITAS
GLOBAL

SUPERVISOR
JEJARING

MEDIA DAN

KOMUNITAS

SUPERVISOR

KOMUIUKASI PUBLIK

DANLAYANAK

TERPADU

SUPERVISOR

PROGRAM DAN

EVALUASI

SUPERVISOR

REPUTASl

GLOBAL

SUPERVISOR

SUMBER

DATA

SUPERVISOR

TATA USAHA

SUPERVISOR

TATAUSAHA

SUPERVISOR

KERJA SAMA

[STAF STAF

1!- STAF STAFSTAF STAF STAF STAF STAF STAF

-94-



STRUKTUR ORGANi$ASI UNIT KERJA DI FAKULTAS/SEKOLAHG.

UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR

I T

RAEUtTAS/SEKOtAH

DEKAN

T

WAKIL DEKAN

AKADEMIK DAN

KEMAHASISWAAN

WAKIL DEKAN

SUMBERDA'S'A

II

II
I

I
I

I
I

j
MANAaER

TATA DSAHA
I KETUA

DEPARTEMEN
. I

i
I

I

I
I

I
I KETUA

PROGRAM

STUDI

SUPERVISOR

akAdemie dan

KEMAHASISWAAN

I SUPERVISOR

SUMBERDAYA

[ STAR STAR
3STAR

Ditetapkan di Semarang
sesuai dengan aslinya

^ro Umurri dan Keuangan
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,%

]
Om ttd.

i ^
Ip o'

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI
NIP 197007221998021002

M®yo Padmono
NPPUif:7,196407112024021001
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